BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

‘ TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan
Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 890);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah
Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya  disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat
KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi

yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
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9.

10.

|

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan patokan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan rencana
kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bappelitbangda adalah Bappelitbangda Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan.

Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

BAB II
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penyusunan RKPD Tahun 2023 dijadikan sebagai,

a.

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, dan
penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat
Daerah;

pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023; dan
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2023.




(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Pasal 3

RKPD Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
a. BAB I Pendahuluan.
b. BAB Il Gambaran Umum Kondisi Daerah.
c. BAB III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan

Daerah.
d. BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
f. BAB VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintaha Daerah.
g. BAB VIII Penutup.
Ketentuan mengenai uraian RKPD Tahun 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPD mencakup
sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah serta
pagu indikatif.
Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan  melalui pemantauan dan supervisi
pelaksanaan RKPD.
Pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), harus dapat menjamin sasaran dan prioritas
pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan
prioritas daerah serta pagu indikatif yang ditetapkan
dalam RKPD dijadikan pedoman penyusunan rancangan
KUA, PPAS, dan APBD.
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(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3), digunakan untuk mengevaluasi dan
memastikan bahwa sasaran dan prioritas pembangunan
tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
serta pagu indikatif telah disusun ke dalam rancangan
KUA, PPAS dan APBD.

Pasal 5
Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh
Kepala Bappelitbangda.
Dalam hal hasil evaluasi melalui pemantauan dan
supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/
penyimpangan, Bappelitbangda melakukan tindakan
perbaikan/penyempurnaan.
Kepala Bappelitbangda melaporkan hasil pengendalian
pelaksanaan RKPD kepada Bupati.
Pengendalian dan  evaluasi pelaksanaan RKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki

No Pejabat Pengelola

Paraf pada tanggal 1 Juli 2022

1. | Kepala Bappelitbangda

2. | Kepala Bagian Hukum

AJPBOLAANG MONGONDOW SELATAN,

3. | Asisten Perekonomian
dan Pembangunan

4. | Sekretaris Daerah ?’ TN\ 2 A
. ISKANDAR KAMARU
- [ Waidi Bupati A NIGAR
7
Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 1 Juli 2022

L

BERITA DAERAH
2022 NOMOR 787

MARZANZIUS Aﬁm oY

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
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LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana
pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu,
menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang
periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang,
perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.
Rencana pembangunan daerah tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan
daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah, juga berpedoman
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rancangan RKPD disusun
berpedoman pada RPJMD, rancangan RKPD Provinsi, RKP,
Program Strategis Nasional, dan Pedoman Penyusunan RKPD.
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RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan orientasi proses
melalaui pendekatan partisipatif, teknokratif, politis serta top-
down dan bottom- up. Selain pendekatan tersebut di atas,
penyusunan RKPD Tahun 2023 juga dilaksanakan dengan
menggunakan Pendekatan Holistik, Tematik, Integeratif dan
Spasial serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money
follow program dengan cara memastikan hanya program yang
benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar
karena tugas fungsi Perangkat Daerah.

Dalam rangka memenuhi rumusan perencanaan
pembangunan Daerah yang transparan, responsive, efisien,
efektif, ekonomis, akuntabel, partisipatif, terukur, Penyusunan
RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023
disusun dengan berbasis elektronik sesuai dengan amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

RKPD merupakan arahan dan panduan bagi Perangkat
Daerah (PD) untuk menyusun rancangan akhir Rencana Kerja
(Renja) Perangkat Daerah untuk tahun perencanaan 2023.
RKPD memuat antara lain evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta
kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, dan
rencana program prioritas daerah.

RKPD disusun dengan tahapan persiapan penyusunan
RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan
rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan
rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

Untuk memenuhi tujuan pembangunan Daerah untuk
peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat,
kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses
dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta
didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan

Daerah yang merupakan satu kesatuan dalam sistem
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perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan bersama
para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan
kewenangan masing-masing serta mengintegrasikan rencana
tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah yang
dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki
masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika
perkembangan Daerah dan Nasional, disusunlah RKPD

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Dasar Hukum

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Bolaang Mongondow  Selatan Tahun 2023 disusun
berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di
Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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10.

LL.

12

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan
Strategi Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 133);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-
2025;
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Perubahan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah
Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
794);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun
2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2021 Nomor 3);
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21. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2021 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan Tahun 2023 diperlukan keselarasan, keterkaitan dan

konsistensi dengan dokumen-dokumen perencanaan

pembangunan daerah lainnya. Hubungan antara RKPD

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 dengan

dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.

Dokumen RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026
memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya
dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP);
RKPD Tahun 2023 merupakan acuan bagi Pemerintah
daerah dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA),
serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara
(PPAS) didasarkan atas dokumen RKPD untuk menyusun
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(RAPBD) Tahun 2023;

Substansi RKPD memuat arah kebijakan ekonomi dan
keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator
kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan,
prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab
yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah pada tahun
2023 dan dokumen RKPD merupakan acuan bagi Perangkat
Daerah dalam menyempurnakan Renja Perangkat Daerah ;
Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan
struktur dan pola ruang yang sesuai dengan RTRW
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai dasar
untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan.
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1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2023 dimaksudkan sebagai upaya memenuhi
kebutuhan daerah terhadap suatu rencana pembangunan
tahunan daerah untuk Tahun 2023, yang memberikan arah
dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan
(stakeholders) pembangunan daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah
Tahun 2023.
RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun
2023 memuat kebijakan dan strategi untuk mendukung Visi
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan yaitu Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera Dan
Berkepribadian Dengan Semangat Gotong Royong Yang
Berdasarkan Pancasila.
Penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2023 juga dimaksudkan untuk memberikan
‘ kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan,
dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan dalam
bentuk kebijakan APBD Tahun 2023. Secara lebih sistematis,
tuyjuan penyusunan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun
2023 yang sesuai dengan RPJMD Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2021-2026;

2. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi
upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023;

3. Tersedianya acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2023 serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2023;
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4.

Tersedianya acuan dalam Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2023;

Sebagai instrumen evaluasi terhadap kinerja
penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan
pemerintahan daerah melalui capaian target Kkinerja

program dan kegiatan pembangunan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Tahun 2023 disusun berdasarkan

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai

berikut :

a.

BAB 1

Pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang, dasar
hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud
dan tujuan serta sistematika penyusunan.

BAB II

Gambaran umum kondisi daerah, menguraikan tentang
Kondisi Umum Kondisi Daerah meliputi Aspek Geografi
dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek
Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah,
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD
sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, serta
Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III

Kerangka Ekonomi Daerah Dan Keuangan Daerah,
menguraikan tentang Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

BAB IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah,
menguraikan tentang Tujuan dan Sasaran Pembangunan
serta Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

BAB V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, menguraikan
tentang rencana program dan kegiatan Prioritas Daerah

yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan
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tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian
kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

f. BAB VI
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
menguraikan penetapan indikator kinerja
penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

g. BAB VII
Penutup memuat kesimpulan dari dokumen Rencana
Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
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BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 KONDISI UMUM DAERAH
Kondisi umum kondisi daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dapat dilihat dari 4 (empat) aspek |
pencapaian sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan
pemerintah daerah. Keempat aspek tersebut yaitu aspek
Geografi dan Demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
Gambaran kondisi masing-masing aspek pencapaian adalah

sebagai berikut :

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dilakukan untuk memperoleh gambaran
mengenai  karakteristik lokasi dan wilayah, potensi
pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap
bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain
mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi
masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu

tertentu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

1. Luas dan batas wilayah administrasi
Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
adalah 3.497,46 km? terdiri dari wilayah daratan
1.615,86 km? dan wilayah laut 1.881,60 km?, dengan
panjang garis pantai 294 km. Dimana, sebelah utara

a. Karakteristik lokasi dan wilayah
|

berbatasan dengan Kabupaten Bolaang Mongondow
dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebelah
timur berbatasan dengan Kabupaten Bolaang
Mongondow Timur, sebelah selatan berbatasan
dengan Teluk Tomini dan sebelah barat berbatasan
dengan Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Secara administratif, Kabupaten Bolaang Mongondow

\
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Selatan terdiri dari 7 kecamatan yaitu : Bolaang Uki,
Posigadan, Pinolosian, Pinolosian Tengah, Pinolosian

Timur, Helumo dan Tomini.

Gambar 2.1
Peta Batas Administrasi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Sumber data : RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2013-2033

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terdiri dari 7

(tujuh) Kecamatan, dengan 81 (delapan puluh satu)

Desa.
Tabel 2.1
Kecamatan dengan Ibukota dan Luas wilayah
IBUKOTA
KECAMATAN LUAS (KM?2)
KECAMATAN
1 Posigadan Momalia 535,64
2 Tomini Milangodaa 193,36
3 Bolaang Uki Molibagu 255,21
4 Helumo Duminanga 138,22
5 Pinolosian Pinolosian 285,93
6 Pinolosian Tengah Adow 302,07
7 Pinolosian Timur Dumagin B 221,87

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam Angka, 2020
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2. Letak dan kondisi geografis
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah
sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara yang
terletak di garis pantai bagian selatan dengan Ibukota
Molibagu yang berjarak + 250 km dari Manado,
Ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Secara geografis
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak pada
posisi diantara 1230 28’ 59,2”7-1240 22’ 41,4” Bujur
Timur dan 00 22’ 54,5”-00 27’ 57,4” Lintang Utara.

3. Topografi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mempunyai
topografi wilayah berupa berbukit-bukit, pegunungan,
berpantai dan sebagian kecil adalah daratan rendah
bergelombang serta memiliki sungai-sungai besar
dengan posisi dari daerah pantai sampai ketinggian

1.500 meter dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
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Sumber : RTRW Bolaang Mongondow Selatan 2013-2033

4. Hidrologi
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan yaitu DAS Pinolosian
dan DAS Milangodaa. Pada umumnya aliran sungai
tersebut dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai
sumber pengairan/irigasi persawahan dan usaha

perikanan.
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Gambar 2.3

Peta Hidrologi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

—~ - - -

Sumber : RTRW Bolaang Mongondow Selatan 2013-2033

5. Klimatologi

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki dua
musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau.
Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari
(348,00 mm) dan terendah jatuh pada Bulan April
(81,50 mm), sedang suhu udara berkisar antara 18°C-
31°C. Rata-rata curah hujan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan untuk sementara belum dapat
ditampilkan karena alat ukur curah hujan belum
tersedia di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan meliputi penggunaan lahan sawah, lahan non
sawah, dan lahan kering. Penggunaan lahan sawah
terdiri dari irigasi dan tadah hujan. Penggunaan
lahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Nomor 17 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah, yang meliputi kawasan lindung, yakni
kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup yang
mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya
buatan, serta kawasan budidaya yakni kawasan yang

ditetapkan dengan fungsi utama untuk
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dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan
sumberdaya buatan. Berikut arahan penggunaan

lahan di Kabupaten Bolaang mongondow Selatan :

Tabel 2.2
Arahan Penggunaan Lahan
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

LUAS
NO PENGGUNAAN LAHAN
Ha %
1 | Permukiman dan Budidaya 13.896 7,74
Lainnya
2 | Permukiman Terbatas, 3.770 2,10
Lahan Kering, dan
Perkebunan
3 | Tanaman 16.419 9,15
Tahunan /Perkebunan
4 Hutan Produksi Tetap 21.819 12,16
5 | Hutan Produksi Terbatas 35.421 19,74
6 | Resapan Air 8.611 4,80
7 Hutan Lindung 32.042 17,86
8 | Pantai Berhutan Bakau 593 0,33
9 | Enclave Matayangan 190 0,11
10 | Taman Nasional Bogani Nani 46.682 26,01
Wartabone
TOTAL 179.443 100,00
Sumber : RTRW Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Tahun 2013-
2033

a) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya ialah wilayah yang ditetapkan

dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas

dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Menurut Permen PU No. 16 Tahun 2009 tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten, kawasan budidaya kabupaten

terdiri atas :

- Kawasan peruntukan hutan produksi, yang
dirinci meliputi kawasan peruntukan : hutan
produksi terbatas, hutan produksi tetap, dan
hutan produksi yang dapat dikonversi;

- Kawasan hutan rakyat;
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- Kawasan peruntukan pertanian, yang dirinci |

meliputi kawasan peruntukan : pertanian lahan
basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura;

- Kawasan peruntukan perkebunan, yang dirinci
berdasarkan jenis komoditas perkebunan yang
ada di wilayah kabupaten;

- Kawasan peruntukan perikanan, yang dirinci
meliputi kawasan peruntukan : perikanan
tangkap, budi daya perikanan, dan pengolahan
ikan;

- Kawasan peruntukan pertambangan, yang
dirinci meliputi kawasan peruntukan : mineral
dan batubara, minyak dan gas bumi, panas
bumi, serta air tanah di kawasan pertambangan;

- Kawasan peruntukan industri, yang dirinci
meliputi kawasan : peruntukan industri besar,
industri sedang, dan industri rumah tangga;

- Kawasan peruntukan pariwisata, yang dirinci
meliputi kawasan peruntukan : pariwisata
budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan;

- Kawasan peruntukan permukiman, yang dirinci
meliputi kawasan peruntukan : permukiman
perkotaan dan  peruntukan = permukiman
perdesaan. Sebagai kawasan budidaya maka
permukiman diarahkan dalam kajian lokasi dan
fungsi masing-masing permukiman, terutama
dikaitkan dengan karakter lokasi, misalnya di
pegunungan, dataran tinggi permukiman pantai,
dan sebagainya,;

- Kawasan peruntukan lainnya.

b) Kawasan Lindung

Kawasan lindung Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan yaitu pemanfaatan ruang untuk wisata

alam tanpa merubah bentang alam, pelarangan

seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas

kawasan hutan dan tutupan  vegetasi,
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pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan

budidaya hanya diizinkan bagi penduduk asli
dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi
lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat
dan pencegahan kegiatan budidaya, kecuali
kegiatan yang tidak mengganggu fungsi lindung

estetika kawasan.

b. Potensi pengembangan wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat
diidentifikasi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai
kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian,
pariwisata, dan industri, pertambangan dan lain-lain
dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW).
1. Kawasan Perikanan
Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan
dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi,
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran,
yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan.
Kawasan  perikanan di  Kabupaten  Bolaang
Mongondow Selatan diarahkan ke 5 (lima) wilayah
kecamatan yang terdapat di pesisir, yaitu: Kecamatan
Posigadan, Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan
Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah dan
Kecamatan Pinolosian, serta 3 (tiga) buah pulau kecil.
Rencana Pengelolaan Kawasan Perikanan adalah
sebagai berikut : penetapan Kawasan Minapolitan,
paningkatan fasilitas armada tangkap, dan fasilitas
penunjang lainnya, penetapan sentra-sentra budidaya
perikanan, peningkatan fasilitas dan infrastruktur
perikanan tangkap dan perikanan budidaya dan

penetapan Kawasan Industri Perikanan.
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2. Kawasan Pertanian

Kawasan  pertanian di  Kabupaten  Bolaang

Mongondow Selatan terdiri dari Kawasan pertanian

basah dan lahan kering. Kawasan pertanian lahan

basah adalah kawasan yang diperuntukan bagi
kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian
lahan basah/usaha budidaya tanaman pangan lahan
basah khususnya padi sawah. Kawasan pertanian
lahan basah di Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan diarahkan ke Kecamatan Pinolosian,

Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian

Tengah dan Kecamatan Bolaang Uki.

Kawasan peruntukan pertanian lahan kering adalah

meliputi komoditas tanaman pangan, palawija dan

hortikultura (sayur-sayuran dan buah-buahan) yang
dibudidayakan masyarakat.

Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan diarahkan ke Kecamatan

Pinolosian Timur, Kecamatan Pinolosian Tengah,

Kecamatan Pinolosian, Kecamatan Posigadan,

Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Helumo dan

Kecamatan Tomini.

Kawasan Pariwisata

Kawasan  wisata merupakan kawasan yang

didominasi pemanfaatan ruangnya untuk kegiatan

wisata dan rekreasi. Sesuai dengan potensi yang
dimiliki, fasilitas rekreasi Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan yang direncanakan meliputi :

a. Kawasan Pariwisata Budaya, terdapat di Makam
Raja Bolaang Uki, Hassan Iskandar Van Gobel,
Makam Bagaya, dan Monumem Bersejarah di
Molibagu yang ditetapkan sebagai kawasan
budaya berkelanjutan dengan luasan kurang lebih
3,7 Ha;

b. Kawasan Pariwisata Bahari (Pantai), kawasan

wisata bahari/wisata pantai di Kabupaten
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Bolaang Mongondow Selatan diarahkan ke

Kecamatan Pinolosian Timur, Kecamatan
Pinolosian Tengah, Kecamatan Pinolosian,
Kecamatan Bolaang Uki, Kecamatan Helumo,
Kecamatan Tomini dan Kecamatan Posigadan;

c. Kawasan Pariwisata Alam, kawasan wisata alam
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
diarahkan ke Pelabuhan Alam Torosik, yang
terletak 34 km dari Molibagu di Desa Torosik,
Kecamatan Pinolosian dan Air Terjun Botuliodu,
yvang terletak 32 km dari Molibagu Kecamatan
Posigadan, dan mangrove Desa Dudepo
Kecamatan Bolaang Uki dan Desa Transpatoa
Kecamatan Helumo;

d. Kawasan Pariwisata Buatan, kawasan pariwisata
buatan Pengembangan Wisata Buatan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
diarahkan mengikutilokasi wisata alam, wisata
pantai/bahari, seperti yang terdapat di Desa
Soputa Kecamatan Helumo dengan Wisata Buatan
Water Park, serta lokasi-lokasi yang potensial
yang berada di wilayah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan.

Sinergi kebijakan pemanfaatan ruang pada kawasan

wisata alam, wisata pantai/wisata bahari, dan wisata

budaya dengan wisata kuliner, termasuk fasilitas
pariwisatanya. Sebagai contoh : pengunjung dapat
mencoba makanan khas daerah. Di antaranya adalah

Sea Nato, Kuira-kuira, Motoloango, Kue Kukus dan

Dompo (selai durian), serta jenis makanan khas

daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

lainnya. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan
pariwisata harus diperuntukan untuk sebesar-
besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap
memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan

pembangunan yang berkelanjutan dan tetap
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memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi

lingkungan hidup dan kawasan wisata harus bebas

polusi.

Kawasan Industri

Rencana kawasan perindustrian di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan diarahkan ke Kecamatan

Pinolosian. Dengan areal seluas 45,80 Ha, maka

kawasan peruntukan industri di Kecamatan

Pinolosian tersebut direncanakan memiliki sarana

dan prasarana, sebagai berikut :

a. Kebutuhan rencana kavling industri seluas 29.77
ha atau sebesar 65% dari luas total kawasan
industri yang direncanakan yang terdiri dari :

- Kavling industri besar seluas 16.37 ha
(35.75%);

- Kavling industri sedang seluas 4.47 ha (9.75%);

- Kavling industri kecil seluas 8.93 ha (19.50%).

b. Kawasan kebutuhan rencana kavling komersial
seluas 3.44 Ha atau sebesar 8% dari luas total
kawasan, yang terdiri dari :

- Kavling Komersial seluas 1.88 ha (4.13%);
- Kavling Trade Center seluas 0.51 ha (1.13%);
- Kavling Mix Used seluas 1.03 ha (2.25%).

c. Kebutuhan rencana kavling perumahan seluas
4.58 ha atau sebesar 10% dari luas total kawasan.

d. Ruang Terbuka Hijau (RTH) direncanakan seluas
4.58 ha atau sebesar 10% dari luas total kawasan.
(Dapat berupa jalur hijau (green belt), taman dan
perimeter).

e. Prasarana Penunjang Lainnya direncanakan
seluas 3.44 ha atau sebesar 7.5% dari luas total
kawasan, yang terdiri dari :

- Perkantoran seluas 1.03 ha (2.25%);
- Service seluas 0.68 ha (1.50%);
- Fasilitas sosial seluas 0.52 ha (1.13%);

- Institusi pendidikan seluas 0.68 ha (1.50%);
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- Fasilitas pendukung seluas 0.92 ha (2.00%).
5. Kawasan Pertambangan.

Penetapan kawasan peruntukan pertambangan harus

disesuaikan dengan berbagai aturan,ketentuan

maupun persyaratan yang berkaitan dengan kawasan

tersebut. Rencana kawasan pertambangan di

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan diarahkan

sebagai berikut :

- Kawasan Pertambangan Emas di Desa Onggunoi,
Desa  Tobayagan, Desa  Lungkap, Desa
Milangodaa, Desa Biniha dan Desa Tolondadu
masing-masing seluas 2,000 Ha;

- Kawasan Pertambangan Pasir Besi di Desa
Linawan seluas 15,55 Ha;

- Kawasan Pertambangan Tembaga di Desa
Milangodaa dan Desa Duminanga;

- Kawasan Pertambangan Toseki di Desa Molibagu;

- Kawasan Pertambangan Andesit di Desa Tolutu,
Desa Salongo, Desa Sinandaka, Desa Soputa dan
Desa Botuliodu.

Untuk jangka panjang potensi tambang yang dapat

dikembangkan adalah PertambanganMinyak Bumi

yang terdapat di Cekungan Minahasa dan Bolaang

Uki.

c. Wilayah rawan bencana
1. Kawasan rawan banjir

Berdasarkan sumber airnya, air yang berlebihan/

banjir dapat dikategorikan dalam tiga kategori : (a)

Banjir yang disebabkan oleh hujan lebat yang

melebihi kapasitas penyaluran sistem pengaliran air

yang terdiri dari sistem sungai alamiah dan sistem
drainase buatan manusia; (b) Banjir yang disebabkan
oleh meningkatnya muka air di sungai sebagai akibat
pasang laut maupun meningginya gelombang laut
akibat badai; dan (c¢) Banjir akibat kegagalan

bangunan air buatan manusia seperti bendungan,
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tanggul dan bangunan pengendali banjir. Di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan hampir
setiap tahun pemukiman yang ada di sekitar muara
sungai mengalami bencana banjir. Pada umumnya
banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di
atas normal sehingga sistem pengaliran air yang
terdiri dari sungai dan anak sungai alamiah serta
sistem saluran drainase buatan yang ada tidak
mampu menampung akumulasi air hujan sehingga
meluap. Melihat kondisi yang ada sekarang ini maka
perlu dilakukan penataan pada kawasan hulu yang
berfungsi sebagai kawasan resapan air. Reboisasi dan
penghijauan untuk memulihkan kondisi daerah
tangkapan air perlu segera dilakukan.
2. Kawasan rawan Tsunami
Tsunami merupakan dampak turunan dari gempa
bumi yang diikuti pematahan/dislokasi lantai
laut/samudera yang menimbulkan pergerakan
gelombang tsunami, menuju kearah darat. Gerak
gelombang tersebut akan merusak segala hasil
budidaya manusia di laut dan daratan pantai yang
dapat terjangkau oleh gelombang tsunami tersebut.
Berdasarkan Peta Indeks Risiko Bencana Tsunami di
Provinsi Sulawesi Utara (BNPB, 2010), Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan termasuk dalam tingkat
Risiko “Sedang” terhadap tsunami.
3. Kawasan rawan abrasi.

Kawasan rawan gelombang pasang didelineasi dengan
melihat ketinggian lahan di sekitar garis pantai.
Kawasan yang berada di pinggir pantai dan memiliki
ketinggian lahan kurang dari 5 m di atas permukan
air laut diidentifikasi sebagai kawasan rawan
gelombang pasang. Daerah rawan gelombang pasang
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan terletak di

daerah pesisir pantai selatan.
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Usaha pemerintah untuk menanggulangi gelombang
pasang/abrasi pantai sudah dilakukan dalam bentuk
pembuatan tanggul pengaman pantai di beberapa
tempat. Namun belum semua pantai yang rawan
gelombang pasang/abrasi telah memiliki tanggul
pengaman pantai sehingga untuk ke depan, usaha-
usaha pengamanan pantai perlu terus dilakukan.
4. Kawasan rawan longsor

Berdasarkan Peta Indeks Ancaman Gerakan Tanah di
Provinsi Sulawesi Utara (Badan Nasional
Penanggulangan Bencana, 2010), Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan termasuk dalam tingkat Risiko
“Tinggi” terhadap gerakan tanah. Pusat Vulkanologi
dan Mitigasi Bencana Kementerian ESDM
menetapkan wilayah potensi gerakan tanah di
Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010, khususnya
wilayah Bolaang Uki dan Pinolosian tergolong
memiliki potensi gerakan tanah menengah, yang
artinya pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika
curah hujan di atas normal, terutama pada daerah
yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing
jalan atau jika lereng mengalami gangguan. Daerah
rawan gerakan tanah/longsor di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan umumnya memiliki karakter
batuan dasar (seperti tufa, breksi dan lava, batu
gamping dan endapan koluvial lainnya) yang
mempunyai tingkat pelapukan sedang hingga tinggi,
kemiringan lereng 20°-40°, terjadi pengurangan
vegetasi penutup tanah, dan terancam erosi tebing
karena pemotongan lereng untuk pembuatan jalan.
Lokasi rawan gerakan tanah/longsor di wilayah
perencanaan tersebar di sepanjang jalur jalan Trans
Sulawesi Bagian Selatan dan jalur jalan yang
menghubungkan Desa Molibagu dengan Dumoga.
Untuk masa mendatang, pencegahan terjadinya tanah

longsor dapat dilakukan dengan menghindari
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pemotongan lereng. Bila terpaksa harus dilakukan
untuk pembuatan jalan maka harus disertai dengan
pembuatan tanggul dan saluran drainase yang
memadai. Di samping itu lahan yang memiliki
kemiringan >40% harus dijadikan kawasan lindung
dan pada daerah yang telah dibuka perlu dilakukan
rehabilitasi lahan dengan reboisasi atau penghijauan.
5. Kawasan rawan gempa tektonik dan vulkanik

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tergolong
daerah dengan tingkat ancaman “tinggi” terhadap
gempabumi (Peta Indeks Ancaman Gempabumi di
Indonesia, BNPB, 2010). Oleh karena itu,
pembangunan gedung dengan konstruksi tahan
gempa dan sosialisasi serta simulasi kemungkinan
terjadinya gempa perlu diprogramkan.

Kawasan sempadan sesar adalah kawasan sepanjang
tepi kiri dan kanan sesar. Kawasan ini sangat
berbahaya karena kawasan yang sangat labil. Oleh
sebab itu, diperlukan rencana pengelolaan untuk
pengaturan sempadan sesar agar supaya resiko
bencana dapat dihindari. Kawasan yang terletak di
zona patahan aktif sebagaimana dimaksud dalam PP
No. 26 tahun 2008 ditetapkan dengan Kriteria:
sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus
lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.
Menurut Peta Geologi oleh Apandi, 1977, di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan memiliki
struktur sesar berarah Timur Laut-Barat Daya yang
memanjang dari sekitar Tanjung Dodepo-Gunung
Mogonipa dan sesar geser berarah Barat Laut-
Tenggara, memanjang dari daerah sekitar Mataindo-
Dumoga. Sebagian struktur sesar ini melewati
kawasan hutan namun pada bagian tertentu,
struktur sesar ini diperkirakan berada di kawasan

permukiman.
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Analisis demografi Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan berdasarkan data Indikator Kependudukan dimana
Jumlah Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tahun 2021 adalah sebanyak 70.529 jiwa dengan laju
pertumbuhan penduduk 1,06% dari tahun sebelumnya.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2021 mencapai 36,50 jiwa/km?2 dengan Sex Rasio
sebesar 109 yang artinya pada setiap 100 penduduk
perempuan terdapat 109 penduduk laki-laki.

Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.3
Perkembangan Kependudukan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017-2021

TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021

1. | Jumlah 64,171 | 65,127 | 71,533 | 69.791 | 70.529
Penduduk

2. | Pertumbuhan 1,66 1,49 1,92 1,98 1,06
Penduduk

3. | Kepadatan 33,21 | 33,70 | 37,02 | 36,12 | 36,50
Penduduk

4. | Sex Rasio 110,21 | 109,12 | 108,46 | 108,70 109

Sumber : Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2018, Bolaang
Mongondow Selatan Dalam Angka, 2022 (perbedaan data capil
2021)

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
a. Pertumbuhan Ekonomi
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi
perekonomian suatu daerah dapat digambarkan dari
data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran
PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai
kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode
tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan
suatu wilayah dalam mengelola sumberdaya yang

dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 m



nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor

produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan
struktur perekonomian pada satu periode di suatu
daerah tertentu.

Hasil analisis pertumbuhan PDRB dapat disajikan

sebagai berikut :

Tabel 2.4
PDRB Tahun 2017 s.d 2021
Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

TAHUN (Rp)

SEKTOR

2017 2018 2019 2020

Pertanian, 451,70 472,36 507,70 517,64 527,29
kehutanan
dan perikanan
Pertambangan 77,20 80,95 86,25 87,38 92,36
dan
penggalian
Industri 8,15 8,61 8,65 8,99 9,65
pengolahan
Pengadaan 0,53 0,53 0,56 0,61 0,65
Listrik, gas
Pengadaan air, 4,34 4,48 4,48 4,75 4,90
pengelolaan
sampah,
Limbah, Daur
Ulang
Konstruksi 161,14 180,80 193,54 185,76 200,92

Perdagangan 106,26 112,56 120,10 119,54 123,61
besar, eceran :
Reparasi
Mobil, Sepeda
Motor
Transportasi 31,18 33,01 35,47 33,10 33,68
dan
pergudangan
Penyediaan 4,37 4,64 4,76 4,50 4,77
Akomodasi
dan Makan
Minum
Informasi dan 1,53 1,62 1,70 1,90 1,96
Komunikasi
Jasa 6,06 6,21 6,31 6,65 6,92
Keuangan dan
Asuransi

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 —m



SEKTOR

Real estate

TAHUN (Rp)

2019

Jasa
Perusahaan

0,16

0,17

0,18

0,18

0,18

Adm
Pemerintahan,
Pertanahan,
Jaminan
Sosial wajib

139,23

148,06

150,02

148,52

153,82

Jasa
Pendidikan

98,92

107,35

116,23

121,04

125,05

Jasa
Kesehatan,
Kegiatan
Sosial

39,48

42,86

45,27

49,44

53,36

RSTU Jasa
Lainnya

7,13

7,91

8,87

8,74

9,15

PDRB

1,171.96

1,248.80

1,328.57

1336,97

1,386,96

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, 2022

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa Pertumbuhan

PDRB atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 menurut

Lapangan Usaha Kab. Bolaang Mongondow Selatan

pada tahun 2021, sektor Pertanian, kehutanan dan

perikanan memiliki kontribusi terbesar yaitu 527,29.

Sektor lain yang berkontribusi dalam pertumbuhan

PDRB yaitu Konstruksi

dan Adm Pemerintahan,

Pertanahan, Jaminan Sosial wajib yaitu masing-masing
tumbuh 200,92 dan 153,82.
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SEKTOR

Pertanian,
kehutanan

dan perikanan

669,24

Tabel 2.5

PDRB Tahun 2017 s.d 2021
Atas Dasar Harga berlaku menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

TAHUN (Rp)

2018

717;15

2019

796,31

834,55

875,89

Pertambangan
dan

penggalian

107,04

113,53

124,17

140,68

15,80

Industri

pengolahan

12,22

13,30

13,66

14,74

16,90

Pengadaan

Listrik, gas

0,57

0,57

0,62

0,68

0,73

Pengadaan air,
pengelolaan
sampah,
Limbah, Daur
Ulang

5,71

6,05

6,08

6,48

6,77

Konstruksi

229,51

282,03

314,00

307,72

346,61

Perdagangan
besar, eceran :
Reparasi
Mobil, Sepeda
Motor

149,25

159,70

173,96

178,08

192,50

Transportasi
dan

pergudangan

52,88

56,26

62,72

58,85

61,76

Penyediaan
Akomodasi
dan Makan

Minum

5,81

6,31

6,54

6,14

6,55

Informasi dan

Komunikasi

2,13

2,39

2,60

2,80

2,94
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TAHUN (Rp)

SEKTOR
2018 2019 2020 2021
Jasa 7,78 8,33 8,64 9,15| 10,04
Keuangan dan
Asuransi
Real estate 60,94 65,72 71,37 71,36 | 73,87
Jasa 0,23 0,26 0,27 0,28 0,30
Perusahaan
Adm 208,26 230,75 239,96 | 240,56 | 249,48
Pemerintahan,
Pertanahan,
Jaminan
Sosial wajib
Jasa 156,55 171,68 190,17 | 202,29 | 212,96
Pendidikan
Jasa 49,24 55,19 59,53 65,49 | 72,94
Kesehatan,
Kegiatan
Sosial
RSTU Jasa 9,98 11,40 13,29 13,40 | 14,33
Lainnya
PDRB 1,727.33 | 1,900.61 | 2,083.91 | 2,153,2 | 2.296,
4 39

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, 2022

Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga berlaku menurut
Lapangan Usaha Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan bila dilihat pada tabel diatas menunjukan
bahwa sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
memiliki kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan
PDRB pada Tahun 2021 yaitu 875,89.

Adapun laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2017 s/d Tahun 2021 dapat
dilihat pada tabel berikut :
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Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2017 s.d 2021

Tabel 2.6

Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Lapangan Usaha

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

TAHUN (%)
SEKTOR
2017 2018 2019 2020 2021

Pertanian, 5,76 4,69 7,48 1,96 1,87
kehutanan dan
perikanan
Pertambangan dan 7,08 4,85 6,55 1,31 5,70
penggalian
Industri pengolahan | 5,56 0,51 3,98 7,25
Pengadaan Listrik, 2,19 0,93 6,09 7,60 6,73
gas
Pengadaan air, 0,57 3,05 0,09 6,12 3,02
pengelolaan
sampah, Limbah,
Daur Ulang
Konstruksi 8,72 12,20 7,05 | -4,02 8,16
Perdagangan besar, 5,63 5,92 6,70 | -0,46 3,40
eceran : Reparasi
Mobil, Sepeda Motor
Transportasi dan 3,17 5,85 7,46 | -6,67 1.73
pergudangan
Penyediaan 4,07 6,26 2,49 | -5,48 6,03
Akomodasi dan
Makan Minum
Informasi dan 5,28 6,01 4,76 | 11,95 3,09
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 15,91 2,53 1,57 5,45 3,95
Asuransi
Real estate 5,76 6,13 493 | -0,70 1,23
Jasa Perusahaan 7,38 1.7 565 | -1,00 2,47
Adm Pemerintahan, 6,52 6,34 1,32 | -1,00 3.57
Pertanahan,
Jaminan Sosial
wajib
Jasa Pendidikan 5,14 8,53 8,26 4,14 3,31
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SEKTOR

2017

TAHUN (%)

2018

2019

2020

2021

Jasa Kesehatan, 5,64 8,58 5,61 9,21 7,95

Kegiatan Sosial

RSTU Jasa Lainnya 7,46 | 10,90 | 12,16 | -1,44 4,63
PDRB 6,25 6,60 6,39, 0,63 3,74

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, 2022

b. PDRB Perkapita
Pada tahun 2021, PDRB per kapita ADHB (Atas Dasar
Harga Berlaku) di
Selatan sebesar 32,56 (Juta Rp), sedangkan PDRB per
kapita ADHK (Atas Dasar Harga Konstan) sebesar 19,66

Kabupaten Bolaang Mongondow

(Juta Rp). Terjadi peningkatan dibandingkan tahun
2020, dimana PDRB per kapita ADHB 30,95 (Juta Rp)
dan PDRB per kapita ADHK 19,22 (Juta Rp).
Peningkatan nilai PDRB ini secara umum menandakan
adanya tingkat pendapatan masyarakat yang lebih baik,
sejalan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan.

Grafik 2.1
PDRB Perkapita Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
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Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Menurut Lapangan Usaha 2017-2021
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c. Indeks Gini

Indeks Gini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tahun 2021 berada pada angka 0,32%, artinya
ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan masih berada pada

kategori sedang.

Grafik 2.2
Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
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Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, 2021

d. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat
dilihat dari perkembangan angka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM). Angka ini mencerminkan pencapaian
kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan
ekonomi. Perkembangan angka IPM  Bolaang
Mongondow Selatan tiap tahun memperlihatkan
kemajuan. Dengan metode perhitungan baru, pada
tahun 2021 IPM Bolaang Mongondow Selatan mencapai
65,42 meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar
65 pada tahun 2020. Berdasarkan Kriteria yang telah
ditetapkan oleh UNDP (United Nation Development
Program) kisaran angka IPM tersebut menunjukkan
kemajuan yang dicapai tergolong sedang (kisaran 60-
70).
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Grafik 2.3
IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, 2022

Melalui beberapa kebijakan seperti Peningkatan
Pelayanan Kesehatan Masyarakat melalui Program
Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya
Kesehatan Masyarakat dengan cara peningkatan
kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, penyediaan
sarana dan Prasarana yang memadai dan Pemberian
Jaminan Kesehatan dalam rangka Peningkatan Angka
Harapan Hidup, Peningkatan Bidang Pendidikan melalui
Program  Pengelolaan pendidikan dengan  cara
Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik, penyediaan
Sarana dan Prasaran Pendidikan yang memadai dan
Pemberian Beasiswa sehingga Rata-Rata Lama
SekolahAngka Harapan Lama Sekolah dan Peningkatan
Taraf Hidup Masyarakat Melalui Program
Pengembangan UMKM, Pelatihan Kerja  Dan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Sosial
untuk peningkatan pendapatan perkapita maka di
harapakan tahun 2022 dan tahun 2023 indikator
Peningkatan IPM mengalami peningkatan.

Kemiskinan

Pada tahun 2019 angka kemiskinan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berada pada angka 13,27%.
Dengan adanya program dan kegiatan Pengurangan

Kemiskinan yang terus dilaksanakan Pemerintah
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Daerah pada Tahun 2020 angka kemiskinan dapat
ditekan 0,50% menjadi 12,77%. Sementara pada tahun
2021 menjadi 12,85%, hal ini dipengaruhi adanya
pandemi COVID-19 yang terjadi secara global.
Berikut statistik kemiskinan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan selama tahun 2017-2021 :

Grafik 2.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, 2021

2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi

pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial

masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan

pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya.

Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial

pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

a. Angka Melek Huruf
Kemampuan baca tulis penduduk dewasa merupakan
ukuran yang sangat mendasar dari tingkat pendidikan,
yang tercermin dari angka melek huruf, yaitu presentase
penduduk usia 15 tahun keatas yang dapat membaca
huruf latin, arab dan huruf lainnya. Penduduk yang
dapat membaca huruf latin, huruf arab dan huruf
lainnya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada

Tahun 2021 sudah mencapai 99,21%, sisanya 0,79%
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adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang tidak

dapat membaca atau buta huruf.

Grafik 2.5
Angka Melek Huruf Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
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Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
2021.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah
Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat
digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal
mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah
kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tidak
mengalami perubahan yang signifikan. Pada tahun 2020
dan 2021 angka rata-rata lama lama sekolah masing-
masing berada pada angka 7,90 dan 8,15. Salah satu
faktor yang mempengaruhi angka rata-rata lama
sekolah yaitu perpindahan penduduk, dimana jika
masyarakat pendatang banyak yang menamatkan
pendidikan tinggi, tentunya rata-rata lama sekolah akan
naik, begitu juga sebaliknya jika masyarakat pendatang
banyak yang berpendidikan rendah, tentunya akan
menekan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.
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Grafik 2.6
Angka Rata-rata lama Sekolah
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
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Sumber : BPS Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2021
c. Angka Harapan Hidup

Tujuan dari pembangunan manusia di bidang
kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang
sehat. Angka harapan hidup adalah perkiraan
banyaknya tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang
selama hidup (secara rata-rata). Indikator ini seringkali
digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah
dalam hal kesejahteraan rakyat di bidang kesehatan

Tabel 2.7
Angka harapan Hidup (AHH)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021
Angka 64,03 64,19 64,65 | 64,49 | 64,49
Harapan
Hidup
(AHH)

Gizi Buruk
Perkembangan balita gizi buruk menjadi perhatian
pemerintah dengan memperluas layanan konsultasi

gizi maupun mendirikan taman pemulihan gizi. Selama
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ini upaya peningkatan gizi buruk dilakukan melalui
pemberian MPASI dan Susu Ibu hamil serta pemberian
vitamin A untuk ibu hamil dan balita sampai usia anak
sekolah kelas 1.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak
balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada
1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).Pencegahan
stunting dilakukan melalui intervensi gizi yang terpadu,
mencakup intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.
Berdasarakan pengukuran yang dilakukan melalui
Puskesmas Prevelansi Stunting kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan tahun 2021 berada pada angka
6,5 Persen.

Perkembangan Gizi Buruk dan Angka Prevelansi
Stunting dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2.7
Perkembangan Gizi Buruk dan Stunting
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2017-2021
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Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolsel, 2021

e. Jumlah Kematian Bayi dan Kematian Ibu Melahirkan
Pada tahun 2021 jumlah kejadian AKB dan AKI
mengalami penurunan dibandingan dengan tahun
2020. Untuk Angka Kematian Bayi, tahun 2020
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sebesar 22,2 per 1.000 kelahiran hidup turun menjadi
3,4 per 1.000 kelahiran hidup tahun 2021, sementara
untuk Angka Kematian Ibu, tahun 2020 dan 512,38
per 119,6 per
100.000 kelahiran tahun 2021. Ada banyak faktor

yang mempengaruhi tingkat AKB, tersedianya berbagai

100.000 kelahiran turun menjadi

fasilitas atau faktor aksesibilitas dan pelayanan
kesehatan dengan tenaga medis yang terampil, serta
kesediaan masyarakat untuk merubah pola kehidupan
tradisional ke norma kehidupan modern dalam bidang
kesehatan merupakan faktor yang berpengaruh
terhadap tingkat AKB. Selain itu terdapatnya kejadian
kehamilan yang tidak diinginkan mengakibatkan ibu

hamil tidak berupaya untuk memelihara dan menjaga

kehamilannya serta mendapatkan pelayanan
kesehatan yang memadai. Berikut adalah grafik
perkembangan kasus kematian bayi (AKB) dan

Kematian Ibu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021.

Tabel 2.8
Jumlah KB dan KI
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN
NO
2019
1. | AKB 2,65 per 4,63 per 6,27 per 22,2 per 3,4 per
1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
kelahiran | kelahiran | kelahiran | kelahiran | kelahiran
hidup hidup hidup hidup hidup
2. | AKI 158,1 per | 272,3 per | 176,9 per 512,38 119,6 per
100.000 100.000 100.000 per 100.000
kelahiran | kelahiran | kelahiran 100.000 | kelahiran
kelahiran
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan, 2021
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Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berfluktuasi dalam S tahun
terakhir dimana pada tahun 2017 menunjukan angka
6,34% dan turun menjadi 4,54% pada tahun 2018.
Pada Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada
angka 4,59% dan menjadi 4,39% pada tahun 2020.
Pada Tahun 2021 Tingkat pengangguran terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berada pada
4,6%.

Program pelatihan kerja baik keterampilan dan
Pemanfaatan Teknologi, melatih jiwa entrepreneur atau
membuka usaha sendiri, dan memberikan Bantuan
Permodalan Usaha serta Penyediaan Lapangan Kerja
menjai priorias utama dalam rangka penurunan angka
penganguran di Daerah.

Berikut grafik perkembangan Tingkat Pengangguran
Terbuka Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021.

Grafik. 2.8
Perkembangan Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2017-2021
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Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, 2021
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3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi lain dalam fokus kesejahteraan sosial adalah
usaha meningkatkan apresiasi masyarakat dalam
melestarikan seni budaya dan olahraga. Sejalan dengan
kebijakan di tingkat nasional penyelenggaraan urusan
kepemudaan dan olahraga diarahkan untuk mewujudkan
peningkatan prestasi dan peran serta aktif pemuda dalam
berbagai bidang pembangunan, baik di bidang ekonomi,
ilmu pengetahuan, teknologi, sosial kemasyarakatan,
politik dan budaya. Berikut Tabel 2.9 perkembangan
urusan kepemudaan dan Olahraga tahun 2017-2021.

Sementara itu perkembangan urusan kesenian dan
budaya di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat
dilihat dari indikator penyelenggaraan festival seni dan
budaya. Pada tahun 2017 jumlah penyelenggaraan
festival seni dan budaya yaitu 8 penyelenggaraan dan
meningkat menjadi 10 Penyelenggaraan pada tahun 2018
dan 2019. Tabel berikut memperlihatkan bagaimana
kondisi dan perkembangan urusan kepemudaan dan

olahraga di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.9
Perkembangan Urusan
Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2017-2021

TAHUN
2017 2018 2019 2020 2021
1 | Cakupan 70% 70% 75% 80% n.a
pembinaan
olahraga
2. | Jumlah atlet 48 atlit 52 atlit 60 atlit 60 atlit n.a
berprestasi
3. | Jumlah Klub 7 Club 7 Club 8 Club 8 Club n.a
Olahraga
4. | Jumlah 11 11 12 12 n.a
Gedung Gedung Gedung gedung Gedung
Olahraga

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga ,Kab. Bolaang Mongondow
Selatan, 2021
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Adapun tabel Perkembangan Urusan Seni Budaya

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.10
Perkembangan Urusan Seni Budaya
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1. | Penyelenggaraan Festival 8 10 8 3 1
Seni dan Budaya
Jumlah Grup Kesenian 6 7 7 7 7
Jumlah Gedung -

Kesenian

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan, 2021

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan
peran serta, prakarsa, dan memberdayakan masyarakat
terlihat pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-
masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang terdiri dari fokus
layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan dan
urusan penunjang.
1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
a. Pendidikan
a. Angka Partisipasi Kasar (APK).
Angka partisipasi kasar (menunjukan proporsi anak
sekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap
penduduk kelompok usia tertentu sedangkan angka
partisipasi murni menunjukan proporsi penduduk
pada kelompok usia tertentu yang masih bersekolah
pada jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk pada kelompok usia tertentu.
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Tabel 2.11
Nilai APK Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
TAHUN

2017 2018 2019 2020

Angka

Partisipasi

Kasar (APK)

(%)
1 SD 111,83 | 107,83 | 94,74 | 94,84 | 94,84
2 SLTP 88,09 88,43 | 84,21 | 85,20 | 85,20

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
2021, Dinas Pendidikan Kab, Bolsel, 2022

b. Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukan pola
yang semakin menurun pada kelompok pendidikan
yang lebih tinggi. Pada tahun 2021 Nilai APM SD
berada pada angka 86,02%, APM SMP berada pada
angka 66,44%. Perkembangan APM Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 2.12
Nilai APM Menurut Jenjang Pendidikan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021
TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

Angka

Partisipasi

Murni (APM)(%)
1 [{SD 95,32 | 98,06 | 85,99 | 86,02 | 86,02
2 | SLTP 73,17 | 77,08 | 66,44 | 66,44 | 66,44

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2021,
Dinas Pendidikan Kab, Bolsel, 2022
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c. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menjadi ukuran
daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk
usia sekolah. Perkembangan APS Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada
tabel berikut:

Tabel 2.13
Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

NO URAIAN

2017 2018

1.

7-12 97,19 98,06 | 92,66 | 92,68 | 92,68

2

13-15 89,97 90,10 | 71,59 | 72,54 | 72,54

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

2021, Dinas Pendidikan Kab, Bolsel, 2022

b. Kesehatan

a. Sarana Kesehatan

Selama kurun waktu tahun 2017-2021 Penyebaran
Puskesmas tersebar merata di tiap kecamatan.
Sementara Puskesmas rawat inap hanya ditemukan
di Kecamatan Posigadan dan  Pinolosian.
Keberadaan Puskesmas rawat inap ini tentunya
menjadi perhatian pemerintah di masa mendatang,
mengingat keberadaan RS hanya di ibu kota
kabupaten. Untuk itu masyarakat  yang
memerlukan perawatan inap dapat mengakses ke
puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap.
Adapun Perkembangan rasio Puskesmas, Poliklinik
dan Pustu per satuan penduduk di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan tahun 2017- 2021
sebagai berikut :
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Tabel 2.14
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas,
Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1. | Rasio Rumah 0,151 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014
Sakit

per satuan
penduduk
2. | Rasio 0,016 | 43,72 | 4,33 | 4,32 | 4,32
Puskesmas,
Poliklinik dan
Pustu per

satuan

penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolsel 2021

Perkembangan Sarana Kesehatan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan tahun 2017- 2021 sebagai
berikut :

Tabel 2.15
Sarana Kesehatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tahun 2017 - 2021
TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

Rumah

Sakit
2. | Puskesmas 8 8 8 9 9

Sumber : Indikator Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2018,
Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2019, Dinas
Kesehatan, 2021.

b. Tenaga Kesehatan
Jumlah tenaga kesehatan merupakan salah satu
faktor penting dalam meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan kepada masyarakat disamping

ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
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Rasio Dokter Per satuan Penduduk Tahun 2021
yaitu 4,88%. Adapun rasio Tenaga Medis per satuan
penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2021 berada pada angka 3,76%.

Tabel 2.16
Rasio Dokter dan Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021
1. | Rasio Dokter 0,450 | 16,93 | 3,63 | 4,60 | 4,88

per satuan
penduduk
2. | Rasio Tenaga Medis | 4,75 | 18,34 | 3,08 | 3,76 | 3,76

per satuan
penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Bolsel, 2021

Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan tahun 2017-2021 tersaji pada tebel
berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Tenaga Kesehatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021
TAHUN
NO URAIAN

2018 2019

1. | Dokter Ahli 6 6 4 6 8

2. | Dokter 12 12 19 24 23
Umum

3. | Dokter Gigi 1 1 3 3 3

4. | Bidan 34 34 56 53 157

S. | Perawat 90 124 142 153 275

Sumber : Statistik Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2021
Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Selatan,. 2021
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c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan
ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.18
Perkembangan Urusan
Pekerjaan Umum dan penataan ruang
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

1. | Proporsi
panjang
jaringan 257 Km

142.6 163.32 226.33 239.54

Salan d Km Km Km Km

kondisi baik

2. | Presentase
jalan
kabupaten 24.81% 28.4% 39.36% 41.70% 43,6%
dalam
kondisi baik

3. | Indeks
kinerja
system
irigasi

0,48% 0,55 0,61% 0,69% n.a

4. | Panjang
jaringan
irigasi 12,06 4,023 8,046 10,094
primer Km Km Km Km
dalam
kondisi baik

5. | Panjang
jaringan
irigasi 10,548 5,041 10,075 12,022
sekunder Km Km Km Km
dalam
kondisi baik

6. | Panjang

ﬁ”:fft‘l ier | 5063 | 3,041 8,017 7.024 .
8 Km Km Km Km '
dalam

kondisi baik

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 “



TAHUN

2017 2018 2019 2020

7. | Persentase
rumah
tangga yang | 76,61% | 76,61% 77,42% 84,72% n.a
terlayani
SPAM

8. | Persentase
rumah
tangga yang | 28,05% | 31,72% 70% 86,26% n.a
terlayani Air
Limbah

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kab. Bolsel, 2021

Ketaatan terhadap RTRW

Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Pertanahan,
Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan
saat ini belum melaksanakan penyelenggaraan tata ruang
berupa pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam hal
pemanfaatan ruang, sehingga pelanggaran pemanfaatan
ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang
WilayahKabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama

lima tahun terakhir belum dapat disajikan.

Tabel 2.19
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

Jumlah
pelanggaran

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan perumahan menjadi urusan yang penting,
karena perumahan merupakan kebutuhan yang pokok
dan wajib dipenuhi demi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan

Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 92 Tahun
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2020 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh dengan Iuasan
173,61 Hektar dan rumah kumuh sebanyak 2.357
unit.

Masih banyak masyarakat Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan yang belum memiliki rumah layak
huni dan yang tinggal di kawasan kumuh.

Dengan masih terdapatnya perumahan tidak layak
huni bagi masyarakat kurang mampu, maka
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
telah mengupayakan perbaikan rumah tidak layak
huni melalui program bantuan stimulant dari
Kementerian Perumahan. perkembangan wurusan
perumahan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021.

Tabel 2.20
Perkembangan Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020
1 | Cakupan ketersediaan 85,56 | 199 340 600 630
rumah layak huni

2 | Cakupan layanan rumah - 199 340 670 845
layak huni yang
terjangkau

3 | Cakupan lingkungan 66,37 - - - 66,81

yang sehat dan aman

yang didukung dengan
PSU
4. | Rasio Rumah layak Huni | 35.4 | 36.05 | 36.07 | 37.35 | 38,29

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kab. Bolsel, 2021.
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e. Ketenteraman, Kketertiban umum dan Perlindungan
Masyarakat
Perkembangan ketenteraman, ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat dapat dilihat pada indikator
Tingkat penyelesaian pelanggararan K3 (ketertiban,
ketenteraman, keindahan) dan Persentase penegakan
PERDA. Pada tahun 2021 tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 yaitu berjumlah 12. Untuk indikator
penegakan Perda  yaitu  berdasarkan  jumlah
pelanggaran berbanding jumlah kegiatan persentase
penegakan Perda dimana pada tahun 2021 sebesar
80%.

Tabel 2.21
Perkembangan Urusan Ketenteraman,
ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021
1. | Tingkat penyelesaian 6 12 24 12 12

pelanggararan K3

(ketertiban, ketenteraman,

keindahan.

2. | Persentase Penegakan 58 80 100 80 80
PERDA (%)

3. | Angka Kriminalitas 2 3 3 2 3

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Bolsel, 2021

f. Sosial
Perkembangan wurusan Sosial Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dapat dilihat pada beberapa
indikator yaitu Persentase PMKS yang memperoleh
bantuan sosial, Jumlah RTLH dan Presentase Korban

Bencana yang menerima bantuan sosial pada tabel di
bawah ini :
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Tabel 2.22
Perkembangan Urusan Sosial
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020

1. | Persentase PMKS yang 90% | 90% | 95% | 90% n.a
memperoleh bantuan
sosial

2. | Jumlah RTLH 100 180 | 139 n.a n.a

3. | Persentase Korban 83% | 89% | 95% | 80% n.a
Bencana yang menerima

bantuan sosial

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bolsel, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kab. Bolsel, 2021.

g. Tenaga Kerja
Perkembangan wurusan tenaga kerja Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada
indikator Besaran tenaga kerja yang mendapatkan
pelatihan berbasis kompetensi, Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat,
Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan

kewirausahaan sesuai dengan berikut:

Tabel 2.23
Perkembangan Tenaga Kerja
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020

1. | Besaran tenaga kerja 251 318 325 330 332
yang mendapatkan Orang | Orang | Orang | Orang | Orang
pelatihan berbasis
kompetensi

2. | Presentase Besaran 19% | 20% 21% 24% 25%
tenaga kerja yang
mendapatkan
pelatihan berbasis
Masyarakat
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2017

Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
pelatihan
kewirahusahaan

TAHUN

2018 2019

2020

Orang | Orang | Orang | Orang

2021

Sumber : Dinas Penanaman Modal,

PTSP, Tenaga kerja dan
Transmigrasi Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2021

h. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak dapat dilihat pada

indikator

partisipasi angkatan kerja perempuan dan Rasio
KDRT. Pada Tahun 2017 partisipasi angkatan kerja

perempuan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

berada pada angka 85,15% dan meningkat menjadi
100% pada tahun 2018. Pada tahun 2019 menjadi
23,72% dan 24,57% pada tahun 2020. Adapun Rasio
KDRT Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan pada

tahun 2017 yaitu 40,68% dan mengalami penurunan
pada tahun 2018 sampai 2020 Rasio KDRT Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan yaitu 0%.

Tabel 2.24

Perkembangan Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN (%)
2017 2018 2019 2020
1. | Partisipasi 85,51 | 100% | 23,72% | 24,67% | 65,93%
angkatan kerja
perempuan
2. | Rasio KDRT 40,68 0 0 0 0,43%

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Bolsel,

2021
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i. Pertanahan

Kebijakan pada urusan pertanahan diarahkan pada
upaya peningkatan tertib administrasi pertanahan dan

pemecahan masalah atau konflik pertanahan.

Perkembangan urusan pertanahan dapat dilihat pada
tabel berikut :

Tabel 2.25
Perkembangan Urusan Pertanahan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017-2021

TAHUN

2017

2018

2019

2020

2021

1. | Luas lahan 249,60 | 251,47 | 326,01 | 351,82 | 364,78
Bersertifikat ha ha ha ha Ha
2. | Penyeleasaian - 100%
Kasus Tanah
Negara

Sumber : Dinas PU, Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan

Kawasan Permukiman Kab. Bolsel, 2021

j. Lingkungan Hidup
Perkembangan Urusan lingkungan hidup dapat dilihat
pada indikator antara lain Hasil pengukuran Indeks
kualitas air, Hasil pengukuran indeks kualitas udara
dan Persentase jumlah sampah yang tertangani..
Untuk indikator hasil pengukuran indeks kualitas
udara berada pada angka 93,04 pada tahun 2021.
Perkembangan urusan lingkungan hidup juga tidak

jumlah

tertangani, dimana berdasarkan data yang diperoleh

terlepas dari persentase sampah yang

dari Dinas Lingkungan Hidup persentase jumlah
sampah yang tertangani pada tahun 2021 yaitu
11,12%.
dapat dilihat pada tabel berikut.

Perkembangan urusan Lingkungan hidup
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Tabel 2.26
Perkembangan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2018 2019 2020

1. | Hasil pengukuran
Indeks kualitas air

2. | Hasil pengukuran
indeks kualitas udara

50,00 50,00 50,00 | 58,33 | 61,67

94,93 91,5 91,58 | 92,67 | 93,04

3. | Presentase jumlah
sampah yang 85% 95% 86% 85% 11,12%

tertangani
Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bolsel, 2021

k. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dalam
rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat

dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.27
Perkembangan Urusan Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

:
:
\
|
:
|
TAHUN
:
\
\
:

NO URAIAN
2017 2018 2019 2020 2021
1. | Rasio Penduduk ber- | 93,94 | 94,96 | 97,95 | 99,70 | 99,57
KTP per satuan
Penduduk
2. | Rasio Bayi berakte 42,35 | 43,72 | 95,9 | 96,95 | 97,05
kelahiran
3. | Rasio pasangan 1,25 1,43 2,95 4,55 4,76
berakta nikah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bolsel, 2021

1. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kinerja pembangunan pada urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa, dapat dilihat dari keterlibatan
lembaga masyarakat dan masyarakat dalam
pembangunan dan jumlah Badan Usaha Milik Desa.
Jumlah LPM di Kabupaten Bolaang Mangondow
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Selatan tahun 2017 , 2018 dan 2019 sebanyak 81

LPM. Sementara untuk jumlah Bumdes di kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan mengalami peningkatan,
dimana pada tahun 2016 berjumlah 47 Bumdes dan
pada tahun 2017 berjumlah 62 Bumdes pada tahun
2018 Bumdes aktif berjumlah 50 Bumdes. Pada tahun
2019 dan 2020 jumlah Bumdes aktif meningkat

menjadi 63 Bumdes.

Tabel 2.28
Perkembangan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020

1. | Jumlah Posyandu 81 81 81 81 81
Aktif

2. | Jumlah LPM 81 81 81 81 81

3. | Jumlah Bumdesa 62 50 63 63 42

4, | Jumlah PKK aktif 81 81 81 81 81

5. | Jumlah LPM aktif 81 81 81 81 81

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolsel,

2021

m. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Perkembangan pengendalian penduduk dan keluarga
berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dapat dilihat pada beberapa indikator. Salah satu
indikator yang berpengaruh yaitu laju pertumbuhan
penduduk dimana pada tahun 2017 dan 2018 laju
pertumbuhan penduduk menyentuh angka 3%.
Sementara pada tahun 2019 sebesar 0,2% dan tahun
2020 sebesar 1,49%. Adapun indikator lain yang
berpengaruh yaitu Rasio akseptor Kb dan presentasi

tingkat keberlangsungan pemakaian Kkontrasepsi
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dimana pada tahun 2020 masing-masing mencapai
8,02 dan 71,00%.

Tabel 2.29
Perkembangan Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN (%)

2017 2018 2019 2020 2021

1. | Laju Pertumbuhan 3 3 0,2 1,49 n.a
Penduduk

2. | Rasio Akseptor KB 1:11 | 8,01 | 8,95 | 8,02 n.a

3. | Presentasie tingkat 69,03 (71,00 | 71,14 | 71,00 | n.a
keberlangsungan
pemakaian kontrasepsi

Sumber : Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA Kab. Bolsel,
2021

n. Perhubungan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
telah  menyusun Ranperda tentang  Tatanan
Transportasi Lokal (Tatralok) dan masih dalam proses
Perda, dan sudah menerbitkan Surat Keputusan
Bupati Bolaang Mongondow Selatan nomor 294 tahun
2019 tentang Evaluasi Dokumen Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas. Sampai dengan saat ini belum
ada pihak yang mengajukan permohonan terkait
dengan analisis dampak lalu lintas.

Kinerja urusan Perhubungan dapat dilihat dari
beberapa indikator yaitu jumlah perlengkapan jalan,
jumlah arus penumpang angkutan umum, jumlah uji
KIR angkutan umum dan jumlah pelabuhan
laut/udara dan terminal bus.

Sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan masih terbatas. saat ini
untuk transportasi darat tersedia 1 terminal Bus

sedangkan pelabuhan laut berjumlah 3 Pelabuhan.
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Adapun pada tahun 2021 jumlah arus penumpang
angkutan umum berjumlah 180.538 meningkat dari
tahun 2020 sebesar 183.254. Jumlah uji KIR angkutan
umum pada tahun 2021 berjumlah 0.

Tabel 2.30
Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020
170.810 | 203.655 | 203.615 | 183.254

1. | Jumlah arus 180.538
penumpang
angkutan
umum

2. | Jumlah uji Kir 509 651 19 - -
angkutan
umum

3. | Jumlah 3 3 3 3 3

pelabuhan laut
4. | Jumlah 1 1 1 1 1
terminal Bus
Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Bolsel, 2021

o. Komunikasi dan Informatika
Perkembangan urusan komunikasi dan informatika
dapat dilihat pada indikator cakupan layanan
telekomunikasi dan tersedianya sistem data dan

statistik yang terintegerasi.

Tabel 2.31
Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1. | Cakupan Layanan 76,54% | 85,18% | 85.18% | 85.18% | 85,50%

Telekomunikasi
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TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

Presentase Penduduk yang 64,17% | 65,20% 67.24% | 67,80%

menggunakan Hp/Telepon
3. | Proporsi RT dengan akses - 38,27% - - N.a

internet
4. | Presentase Perangkat Daerah 3,03% | 3,03% | 3.03% | 3.03% | 3,03%
yang telah menggunakan sandi

dalam komunikasi perangkat
daerah
Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bolsel, 2021.

p- Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Persentase Koperasi aktif Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan pada tahun 2020 menyentuh
angka 15% dan turun sebesar 1% pada tahun 2021
menjadi 14%. Persentase Usaha Mikro dan Kecil pada
tahun 2020 yaitu 104% dan mengalami penurunan
pada tahun 2021 menjadi 15%.

Tabel 2.32
Perkembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

Presentase Koperasi aktif 40% | 43% | 6,5% | 15% 14%

2. | Presentase Usaha Mikro 40% | 50% | 18% | 104% | 15%
dan Kecil

Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Bolsel,
2021

q. Penanaman Modal
Kemudahan dalam pelayanan perizinan dan kejelasan
kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk
menarik minat investor. Perkembangan urusan
penanaman modal Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.33
Perkembangan urusan Penanaman Modal
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2019

Jumlah 17 12 8 238 517
Proyek
PMDN
PMD (Rp) 741.813. | 148.809. | 466.106. | 32.151.1 | 81.213.56
894.440 334.838 | 456.780 68.000 7.000
Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan tenaga Kerja

r.

Kab. Bolsel, 2021

Kepemudaan dan Olahraga

Perkembangan urusan kepemudaan dan olahraga
dapat dilihat pada indikator jumlah prestasi olahraga
dan persentase organisasi pemuda yang aktif. Pada
tahun 2016 jumlah prestasi olahraga yaitu 3 prestasi.
Pada tahun 2017 prestasi olahraga Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan mengalami peningkatan menjadi 7
prestasi olahraga dan menjadi 8 prestasi pada yang
dicapai pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019
dan 2020 menjadi 10 prestasi. Perkembangan urusan
kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel
berikut :

Tabel 2.34

Perkembangan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1. | Jumlah prestasi olahraga 7 8 10 10 n.a

2. | Presentase Organisasi 100% | 70% | 80% | 85% n.a
pemuda yang aktif

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021.
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s. Statistik

Pada tahun 2021, kinerja makro urusan statistik telah
menghasilkan beberapa buku/dokumen yang
menunjang  perencanaan pembangunan, yaitu
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Dalam Angka
Tahun 2021.

t. Kebudayaan

Perkembangan urusan Budaya tidak terlepas dari
beberapa indikator. Salah satu indikator yang
berpengaruh yaitu Jumlah karya budaya yang
direvitalisasi dan inventarisasi dimana pada tahun
2020 berjumlah 3 (tiga) karya budaya. Adapun
perkembangan urusan kebudayaan Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada tabel
berikut.

Tabel 2.35
Perkembangan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020
1. | Jumlah karya budaya 3 3 3 3 n.a

yang direvitalisasi dan

inventarisasi

2. | Jumlah cagar budaya 1 1 1 1 n.a
yvang dikelolah secara
terpadu

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bolsel, 2021

u. Persandian
Pelaksanaan urusan persandian di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan terkait Program Peningkaatan
Pelayanan Keamanan/Informasi dan Persandian dalam
rangka peningkatan Sumber Daya Manusia Pengelola

| Sistem Informasi Persandian.
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v. Perpustakaan
Perkembangan urusan Perpustakaan dapat dilihat
pada indikator jumlah kunjungan di perpustakaan,
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah,
Rasio perpustakaan persatuan penduduk dan Jumlah
pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki
sertifikat. perkembangan

Adapun urusan

perpustakaan sebagai berikut :

Tabel 2.36
Perkembangan Urusan Perpustakaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017- 2021

Jumlah
pengunjung Orang Orang
perpustakaan
per tahun

2. | Koleksi buku 2011 2500 2720 3070 3320
yang tersedia Buku Buku Buku Buku Buku
di
perpustakaan
daerah

3. | Rasio 0,00146 | 0,00147 | 0,00173 | 0,00178 | 0,00183
perpustakaan
persatuan
penduduk
Jumlah 0 11 Tenaga 11 12 Tenaga 13
pustakawan, Teknis Tenaga Teknis Tenaga
tenaga teknis, dan Teknis dan Teknis
dan penilai Penilai dan Penilai dan
yang memiliki bersertifik Penilai bersertifik Penilai
sertifikat at 0 bersertifi at0 bersertifi

kat O kat

Sumber : Dinas Perpustakaan Kab. Bolsel, 2021

w. Kearsipan
Urusan kearsipan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Daerah
dengan Program peningkatan kualitas pelayanan
informasi dalam rangka sosialisasi/penyuluhan mutu
pelayanan informasi kearsipan bagi Perangkat Daerah
dimana pada tahun 2021 Presentase Perangka Daerah
yang mengelolah arsip secara baku berada pada angka

20%.
N
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2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kinerja pelayanan pada urusan kelautan dan
perikanan dapat dilihat dari beberapa indikator antara
lain produktivitas hasil perikanan dan Cakupan bina
kelompok Nelayan.
Produksi perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan mengalami penurunan untuk tahun 2021.
Pada tahun 2020 produksi perikanan berjumlah
15,390 ton dan pada tahun 2021 berjumlah 14,290
ton.
Sementara Cakupan bina kelompok nelayan di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami
fluktuasi. Total kelompok nelayan tahun 2019 sebesar
457 kelompok meningkat pada tahun 2020 menjadi
1.338 kelompok dan tahun 2021 sebesar 1.245
kelompok.
Berikut adalah perkembangan perikanan dan kelautan
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.37

Perkembangan urusan perikanan dan kelautan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021
TAHUN

2017 2018 2019 2020

1. | Produksi 2.678, | 4.008, | 14.050 15.390 | 14.290,65
Perikanan (ton) 2 59

2. | Cakupan bina 523 337 457 1338 1245
kelompok nelayan

3. | Konsumsi Ikan 3,99 5,65 19,743 21,53 19.087
(kg/perkapita)

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Bolsel, 2021

b. Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat

dari beberapa indikator yaitu jumlah kunjungan

wisatawan asing dan domestik dan PAD sektor
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Pariwisata. Jumlah wisatawan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan dari 23.897 tahun 2018 menjadi 23.950
Wisatawan pada tahun 2019. Sedangkan pada tahun
2020 mengalami penuurunan yang sangat signifikan
diakibatkan oleh situasi Pandemi Covid 19 sehingga
menjadi 2.037 pengunjung. Akan tetapi hal ini mulai
membaik di tahun 2021 dengan jumlah pengunjung
sebanyak 21.067 wisatawan.

Tabel 2.38
Perkembangan Urusan Pariwisata
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020

Jumlah 17.091 23.897 | 23.950 | 2.037 | 21.067
Kunjungan

Wisatawan

PAD Sektor 7.231.500 | 4.767.0 | 6.779.0 | 3.250. | 4.260.0
Pariwisata (Rp) 00 00 000 0

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Bolsel, 2021

c. Pertanian

Adapun indikator yang mempengaruhi kinerja sektor
pertanian adalah Cakupan bina kelompok petani. Pada
tahun 2018 Cakupan Bina Kelompok Petani kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan berjumlah 671 Kelompok
Binaan dan pada tahun 2019 mengalami penurunan
kelompok binaan menjadi 453, namun pada tahun
2020 kembali mengalami peningkatan/kenaikan
kelompok binaan menjadi 810 kelompok serta di tahun
2021 menjadi 839 kelompok.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 n



Grafik 2.9
Perkembangan Urusan pertanian
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021
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Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bolsel,

2021

Grafik 2.10
Perkembangan Urusan Pangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021
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Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Bolsel, 2021
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d. Perdagangan
Kinerja pelayanan pada urusan pedagang dapat dilihat
dari cakupan Bina kelompok pedagang yang ada di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada tahun
2017 cakupan bina kelompok pedagang berjumlah 18
Kelompok yang dibina oleh Pemerintah Daerah hingga
sampai tahun 2021.
Grafik 2.11
Perkembangan Urusan Perdagangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021
20 :
18 - 4 ——4——4—e—4—+ 18
16
14
12
10
8 —+— Cakupan
6 Bina...
4
5 |
2017 2018 2019 2020 2021
Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan
UMKM Kab. Bolsel, 2021
e. Perindustrian

Kinerja pelayanan pada urusan industri dapat dilihat
dari cakupan Bina kelompok pengrajin. Pengrajin yang
ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Pada
tahun 2018 cakupan bina kelompok pengrajin
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berjumlah 6
kelompok dan pada tahun 2019 dan 2020 menurun
menjadi hanya 1 kelompok pengrajin. Akan tetapi,
terdapat peningkatan di tahun 2021 menjadi 10
kelompok.
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Grafik 2.12
Perkembangan Urusan Perindustrian
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021
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Sumber : Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kab. Bolsel,

2021

f. Transmigrasi

Pelaksanaan Urusan Transmigrasi di Kabupaten
Bolaang Mongondow  Selatan terkait program
pelayanan  transmigrasi local dalam  rangka
peningkatan sarana dan prasarana transmigrasi dan

luas lahan transmigrasi.

3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dikatakan semakin baik, di
samping terlihat dari ketersediaan dokumen
perencanaan pembangunan seperti Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Rencana Tata
Ruang  Wilayah (RTRW) Tahun 2013-2033.
Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan merupakan tahapan awal dalam
proses pembangunan sebelum diimplementasikan.
Dalam era desentralisasi, perencanaan pembangunan

daerah merupakan satu kesatuan dari sistem
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perencanaan pembangunan nasional sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN). Wilayah pemerintah kabupaten/kota

yang berada dalam wilayah administratif pemerintah

provinsi, dan diharapkan dalam perencanaan

pembangunan daerahnya mempedomani perencanaan

pembangunan pemerintah provinsi,

sehingga

keterpaduan rencana, anggaran dan sumber daya

dapat dioptimalkan. Adapun perkembangan

Perencanaan pembangunan di Kabupaten

Bolaang

Mongondow selatan sejak tahun 2017 hingga tahun

2021 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.39
Perkembangan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020

1 | Tersedianya dokumen | Ada Ada Ada Ada Ada
RPJPD yang
ditetapkan dgn
PERDA

2 | Tersedianya dokumen | Ada Ada Ada Ada Ada
RPJMD yang
ditetapkan dengan
PERDA/PERKADA

3 | Tersedianya dokumen | Ada Ada Ada Ada Ada
RKPD yang
ditetapkan dgn
PERKADA

4 | Tersedianya dokumen | Ada Ada Ada Ada Ada
RTRW yang
ditetapkan dgn
PERKADA

Sumber : Badan Perencanaan dan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Kab. Bolsel, 2021
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B

Keuangan

Perkembangan urusan Keuangan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan dapat dilihat pada indikator opini
BPK terhadap laporan keuangan pada tabel berikut.

Tabel 2.40
Perkembangan Urusan Keuangan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

Tahun
No Uraian
2019 2020
1. | Opini BPK WTP WTP WTP WTP | Belum
terhadap ada
Laporan
Keuangan
2. | Penetapan Tepat | Tepat |Tepat | Tepat | Tepat
APBD Waktu | Waktu | Waktu | Waktu | Waktu
3. | Presentase 0,05% |0,03% |0,05% |0,05% |4,91%

SILPA
terhadap
APBD

C.

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab.

Bolsel, 2021

Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Perkembangan urusan Kepegawaian serta Pendidikan
dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dapat dilihat pada indikator persentase ASN yang
mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dimana
pada tahun 2019 sebesar 6,2% dan meningkat menjadi
6,88% pada tahun 2020 dan pada tahun 2021
meningkat sebesar 1,13% menjadi 8,01%. Indikator
yang lain yang berpengaruh pada Kkinerja urusan
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat

dilihat pada tabel berikut sampai pada tahun 2021.
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Tabel 2.41
Perkembangan urusan kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020

2021

Presentase ASN yang 6% 6,1% | 6,2% | 6.88% | 8,01%
mengikuti pendidikan dan

pelatihan formal

Jumlah Jabatan pimpinan 27 32 30 31 30
tinggi

Jumlah jabatan 758 121 122 107 119
administrasi

Jumlah Jabatan Pengawas | 263 311 310 250 304
Jumlah jabatan fungsional | 922 307 297 1332 1443

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Bolsel,

2021

d. Penelitian dan Pengembangan

Pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan

Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

menitikberatkan pada peningkatan implementasi

rencana kelitbangan dimana tahun 2019 berada pada

angka 3,03% serta Persentase perangkat daerah yang

difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah yang

berada pada angka 6,06%.

e. Pengawasan

Fokus pelayanan urusan penunjang bidang

pengawasan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

dapat dilihat pada indikator presentase tindak lanjut

temuan dan jumlah temuan BPK. Pada tahun 2020

persentase tindak lanjut temuan berada pada angka
87,91% dan menjadi 86,28% pada tahun 2021.
Sedangkan jumlah temuan BPK pada tahun 2020 yaitu
524 temuan dan pada tahun 2021 berjumlah 554

temuan.
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Tabel 2.42
Perkembangan Urusan Pengawasan
Kab. Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017- 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

Persentase tindak lanjut 84,32 | 86,80
temuan
2. | Jumlah temuan BPK 421 447 499 521 554

Total

Konsumsi RT

Sumber : Inspektorat Daerah Kab. Bolsel, 2021

Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing merupakan kemampuan sebuah daerah untuk
menghasilkan barang dan jasa untuk mencapai peningkatan
kualitas hidup masyarakat. Daya saing daerah di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat dari aspek
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau
infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumberdaya manusia.
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi suatu daerah antara lain dapat
terlihat dari perkembangan produktivitas sektor-sektor
pembentuk PDRB. Berikut indikator yang mempengaruhi
kemampuan ekonomi daerah.
a. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Perkembangan pengeluaran konsumsi RT per kapita
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 2.43
Perkembangan pengeluaran konsumsi RT perkapita
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2018 2019 2020 2021

ADHB

860,89 937,83 1.028,45 1.056,31 | 1.123,80
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2018 2020

ADHK 614,29 638,13 675,46 680,02 709,57
Pertumbuhan

Total Konsumsi 3,97 3,97 5,93 n.a n.a
RT

Sumber : PDRB Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2016-2020, Bolaang
Mongondow Selatan Dalam Angka 2022

b. PDRB
pergerakan PDRB baik Atas Harga Berlaku di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan maupun Atas
Harga Konstan sepanjang tahun 2017-2021 mengalami
pertumbuhan positif. Pada Tahun 2021 PDRB ADHB
sebesar Rp. 2.083.87 Sementara PDRB ADHK Bolaang
Mongondow Selatan tahun 2019 sebesar Rp. 1.329.64.

Tabel 2.44
Pertumbuhan PDRB dan PDRB Per kapita
Tahun 2017 - 2021

NO

PDRB
1. | PDRB 1.727.329 1.900.606 2.083.908 2.153.238 2.296.393

ADHB
(Juta Rp)

2. | pDRB 1.171.959 1.248.799 1.328.571 1.336.974 1.386.962

ADHK
(Juta Rp)

PDRB Per
Kapita
1. | PDRB 26,92 29,18 31,71 30,95 32,56

ADHB
(Juta Rp)

2. | PDRB 18,26 19,18 20,22 19,22 19,66

ADHK

(Juta Rp)
Sumber : PDRB Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2022
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2. Fokus Fasilitas Wilayah /Infrastruktur

Ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan meliputi aksesibilitas

wilayah, penataan wilayah, ketersediaan air bersih,

ketersediaan fasilitas listrik dan telepon, fasilitas
perdagangan dan jasa serta ketersediaan fasilitas lainnya.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai merupakan

salah satu daya tarik Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan dalam meningkatkan daya saing daerah.

a. Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW).
Pada tahun 2021 ketaatan terhadap rencana tata
ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan cukup baik, hal ini menandakan bahwa
perencanaan pembangunan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berjalan mengacu pada RTRW.

b. Jenis dan Jumlah BANK dan Cabang.

BANK di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu
berjumlah 2 dimana terdapat BANK Sulawesi Utara
Gorontalo dan dan BANK Rakyat Indonesia.

c. Jenis, kelas dan jumlah penginapan Hotel.

Pada tahun 2021 jumlah penginapan di Kabupaten
Bolaang  Mongondow  Selatan  berjumlah 11
Penginapan.

d. Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih.
Ketersediaan air bersih mendukung fasilitas
masyarakat untuk hidup sehat. PDAM menjadi
perusahaan penyedia air bersih yang diharapkan
mampu menjangkau setiap wilayah. Untuk wilayah
Bolaang Mongondow Raya di 2021, ada sebanyak
13.297 pelanggan PDAM dengan 87,95 persen adalah
pelanggan jenis rumah tangga. Total air yang telah
disalurkan oleh PDAM selama tahun 2021 adalah
2.571.261 m.
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e. Rumah Tangga yang menggunakan listrik.

Dari tahun 2014 hingga 2021, jumlah pelanggan listrik
PLN terus bertambah. Seiring meningkatnya jumlah

pelanggan

produksi listrik.

3. Fokus Iklim Berinvestasi

listrik PLN, diikuti juga meningkatnya

Analisi kinerja terhadap iklim berinvestasi dilakukan

terhadap indicator-indikator angka kriminalitas, Jumlah

Demo, Lama Proses perizinan, jumlah pajak dan retribusi

daerah, jumlah Perda yang mendukung iklim investasi,

dan persentase desa bersatatus swasembada terhadap

total Desa.

Hasil Evaluasi capaian pada fokus iklim berinventasi
tahun 2017 - 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Perkembangan Iklim Berinventasi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2017 - 2021

TAHUN
2018 2019 2020 2021
1. | Jumlah Demonstrasi - 1 2 - -
2 Lama Proses 1-2 Hari 1-2 Hari 1-2 1-2 1-2 Hari
Perizinan Kerja Kerja Hari Hari Kerja
(Berkas (Berkas Kerja Kerja (Berkas
Lengkap) | Lengkap) | (Berkas | (Berkas | Lengkap
Lengka | Lengka )
p) p)
3. | Jumlah dan Macam | 4.669.445. | 4.620.61 | 5.542.8 | 4.627.5 n.a
Pajak 524 (8 7.458 13.864 | 99.699
Jenis (8 Jenis | (8 Jenis | (9 Jenis
Pajak Pajak) Pajak) Pajak)
4. | Jumlah dan Macam 798.905.7 | 1.862.65 | 736.844 |2.419.49] n.a
Retribusi 81 (14 8.500 (14 | .310 (16 | .680 (13
Jenis jenis Jenis Jenis
Retribusi) | Retribusi) | Retribu | Retribusi)
si)
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TAHUN

2018 2019 2020
5 Jumlah Perda yang 1 Perda 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda | 1 Perda
mendukung Iklim
Usaha

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan tenaga Kerja dan
Badan Keuangan Kab. Bolsel, 2021

4. Fokus Sumberdaya Manusia
Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi
dalam suatu kegiatan ekonomi. Penyerapan tenaga kerja
yang maksimal berdasarkan tingkat pendidikan diikuti
dengan tingkat upah yang memadai akan menentukan
tingkat kesejahteraan masyarakat. Salah satu indikator
pengukur sumber daya manusia adalah rasio kelulusan
S1, S2, S3. Berikut disajikan presentase kelulusan di

kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Tabel 2.46
Presentase kelulusan
Tahun 2017 - 2021

TAHUN

2017 2018 2019 2020 2021

1. | Presentase Kelulusan 67% | 63% | 65% | 68% n.a
S1

2. | Presentase Kelulusan | 0,1% | 0% | 0,2% | 0,1% | na
S2
3. | Presentase Kelulusan 0% 0% 0% 0% n.a
S3

Sumber : Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga kerja dan Transmigrasi
Kab. Bolaang Mongondow Selatan, 2021
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2.2 EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD
SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

pemantauan

Evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses

dan

supervisi

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil

realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya

target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Tabel 2.47

Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021

1. Dinas Pendidikan

NO
1

PROGRAM

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

PAGU
4.497.363.254

REALISASI
4.237.967.197

PERSENTASE

94,23

Program
Pengelolaan
Pendidikan

41.863.940.876

38.962.027.906

93,06

JUMLAH

46.361.304.130

43.199.995.103

93,18

Capaian Realisasi Dinas Pendidikan sebesar 93,18%, termasuk

kategori Sangat Tinggi.

2. Dinas Kesehatan

NO

PROGRAM
DINAS KESEHATAN

PAGU

REALISASI

PERSENTASE

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

2.475.700.362

2.150.931.688

86,88

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

30.182.965.902

25.268.645.477

83,72
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NO

PROGRAM

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

PAGU
1.976.204.500.0

REALISASI
1.919.912.500.00

PERSENTASE
97,15

Program
Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan Dan
Makanan
Minuman

28.811.719

23.368.200

81,11

Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang
Kesehatan

344.560.053

324.414.378

94,15

PUSKESMAS MOLIBAGU

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

145.559.009

116.717.200

80,18

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.799.757.097

1.445.647.661

80,32

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

42.000.000

42.000.000

100

Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang
Kesehatan

9.615.039

9.365.000

97,40

PUSKESMAS DUMINANGA

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

152.301.000

148.760.794

97,67

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.142.133.855

810.440.220

70,96
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NO

PROGRAM

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

21.000.000

REALISASI
17.773.484

PERSENTASE

PUSKESMAS MILANGODAA

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

110.197.796

100.072.200

90,81

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

939.118.923

579.615.301

61,72

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

63.000.000

63.000.000

100,00

PUSKESMAS PINOLOSIAN

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

211.966.433

205.522.324

96,95

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.686.844.568

1.105.001.551

65,51

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

84.,000.000

63.000.000

75,00

PUSKESMAS ADOW

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

196.611.003

185.794.374

94,50
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NO PROGRAM

2 Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

PAGU
898.899.751

REALISASI
695.356.415

PERSENTASE
77,36

3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

63.000.000

63.000.000

100,00

4 Program
Sediaan
Farmasi, Alat
Kesehatan Dan
Makanan
Minuman

7.200.000

6.810.000

94,58

PUSKESMAS DU

MAGIN

1 Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

160.581.490

151.870.400

94,57

2 Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.104.554.415

619.007.752

56,04

3 Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

63.000.000

21.000.000

33,33

PUSKESMAS ONGGUNOI

1 Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

166.494.911

155.847.064

93,60

2 Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

859.233.451

501.736.023

58,39
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PROGRAM

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

84.000.000

REALISASI
52.500.000

PERSENTASE

Program
Pemberdayaan
Masyarakat
Bidang
Kesehatan

14.858.413

0,00

PUSKESMAS MOMALIA

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

259.730.793

242.798.550

93,48

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

1.612.794.386

1.323.192.009

82,04

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

63.000.000

63.000.000

100,00

RSUD

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

2.600.647.266

2.305.646.463

88,65

Program
Pemenuhan
Upaya
Kesehatan
Perorangan
Dan Upaya
Kesehatan
Masyarakat

33.490.940.245

31.494.913.070

94,04

Program
Peningkatan
Kapasitas
Sumber Daya
Manusia
Kesehatan

3.383.000.000

3.065.970.000

90,63

Jumlah

86.444.282.380

73.713.639.539

85,27

Capaian Realisasi Dinas Kesehatan sebesar 85,27%, termasuk

kategori Tinggi.
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3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
1 | Program Penunjang 686.791.297 664.911.517 96,81
Urusan Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program Penguatan 46.931.821 42.788.300 91,17

Ideologi Pancasila Dan
Karakter Kebangsaan
3 | Program Peningkatan 21.281.529 21.131.500 99,30
Peran Partai Politik
Dan Lembaga
Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan
Pengembangan Etika
Serta Budaya Politik

4 Program 37.018.915 28.900.200 78,07
Pemberdayaan Dan
Pengawasan
Organisasi
Kemasyarakatan

5 | Program Peningkatan 25.783.545 23.934.400 92,83
Kewaspadaan Nasional
Dan Peningkatan
Kualitas Dan Fasilitasi
Penanganan Konflik
Sosial

JUMLAH 817.807.107 781.665.917 95,58

Capaian Realisasi Kantor Kesbangpol sebesar 95,58%,
termasuk kategori Sangat Tinggi.

4. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Pertanahan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 | Program 2.140.553.353 1.903.781.999 88,93
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /Kota

2 Program 3.565.590.562 1.981.631.800 55,58
Pengelolaan
Sumber Daya Air
(SDA)

3 Program 10.567.703.575 7.791.604.540 73,73
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem
Penyediaan Air
Minum

4 Program 8.638.464.000 8.518.126.752 98,61
Pengelolaan Dan
Pengembangan
Sistem Air
Limbah
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NO

PROGRAM
Program
Penyelenggaraan
Jalan

22.538.143.864

PAGU

REALISASI
21.904.101.000

PERSENTASE

97,19

Program
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

2.512.778.400

2.290.545.900

91,16

Program
Peningkatan
Prasarana,
Sarana Dan
Utilitas Umum
(Psu)

739.136.400

671.219.000

90,81

Program
Penyelesaian
Sengketa Tanah
Garapan

119.947.829

86.866.800

72,42

JUMLAH

50.822.317.983

45.147.877.791

88,83

Capaian Realisasi Dinas PUPRPPKP sebesar 88,83%, termasuk

kategori Tinggi.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 | Program Penunjang Urusan 593.739.550 564.720.458 95,11
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

2 Program Peningkatan 2.236.718.557 | 1.941.357.035 86,79
Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum

3 | Program Penanggulangan 476.749.982 417.949.000 87,67
Kebakaran
Jumlah 3.307.208.089 | 2.924.028.493 88,41

Capaian Realisasi Satpol PP sebesar 88,41%, termasuk kategori
Tinggi.

6. Dinas Sosial

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 Program Penunjang 864.355.835 822.020.616 95,10
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten
Kota

2 | Program 581.161.612 448.955.250 77,25
Pemberdayaan Sosial

3 | Program Rehabilitasi 156.432.351 125.754.100 80,39
Sosial

4 | Program Perlindungan 368.669.658 305.034.507 82,74
Dan Jaminan Sosial

5 Program Penanganan 258.162.197 229.062.950 88,73
Bencana

JUMLAH 2.228.781.653 1.930.837.423 86,63

Capaian Realisasi Dinas Sosial sebesar 86,63%, termasuk

kategori Tinggi.
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7. Dinas Lingkungan Hidup

NO
1

PROGRAM

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

PAGU
395.648.197

REALISASI
374.019.340

PERSENTASE
94,53

Program
Perencanaan
Lingkungan
Hidup

413.625.044

378.955.000

91,62

Program
Pengendalian
Pencemaran
Dan/Atau
Kerusakan
Lingkungan
Hidup

33.277.890

32.397.400

97,35

Program
Pengendalian
Bahan Berbahaya
Dan Beracun (B3)
Dan Limbah
Bahan Berbahaya
Dan Beracun
(Limbah B3)

23.760.061

23.725.000

99,85

Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Terhadap Izin
Lingkungan Dan
Izin Perlindungan
Dan Pengelolaan
Lingkungan
Hidup (Pplh)

15.169.000

14.950.000

98,56

Program
Penghargaan
Lingkungan
Hidup Untuk
Masyarakat

82.827.000

80.822.800

97,58

Program
Pengelolaan
Persampahan

1.691.755.761

1.542.086.373

91,15

JUMLAH

2.656.062.953,00

2.446.955.913,00

92,13

Capaian Realisasi Dinas Lingkungan Hidup sebesar 92,13%,

termasuk kategori Sangat Tinggi.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023




8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
1 | Program 734.456.173 697.884.020 95,02
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 245.661.540 193.921.792 78,94
Pendaftaran
Penduduk
3 | Program 854.528.221 713.181.296 83,46
Pencatatan Sipil

JUMLAH 1.834.645.934 1.604.987.108 87,48
Capaian Realisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

sebesar 87,48%, termasuk kategori Tinggi.

9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 | Program Penunjang 1.726.822.526 1.431.817.283 8291
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

2 | Program Administrasi 701.899.750 678.929.474 96,73
Pemerintahan Desa

3 Program Pemberdayaan 99.551.457 89.945.885 90,35
Lembaga
Kemasyarakatan,

Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat
JUMLAH 2.528.273.733 | 2.200.692.641 87,04

Capaian Realisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
sebesar 87,04%, termasuk kategori Tinggi.

10.Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
1 | Program 694.821.110 677.549.417 97,51
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 66.878.386 53.154.100 79,48
Perlindungan
Perempuan
3 | Program 35.523.203 35.147.900 98,94
Pemenuhan Hak
Anak (PHA)
4 Program 227.521.444 218.860.323 96,14
Perlindungan
Khusus Anak
5 | Program 111.985.357 101.158.884 90,33
Pengendalian
Penduduk
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| NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
i 6 | Program 3.675.770.086 3.182.938.157 86,59
i Pembinaan

1 Keluarga

| Berencana (KB)

7 | Program 1.188.399.990 778.206.077 65,48
Pemberdayaan
Dan Peningkatan
Keluarga
Sejahtera (KS)

JUMLAH 6.000.899.576 5.047.014.858 84,10

Capaian Realisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak

sebesar 84,10%, termasuk kategori Tinggi.

11.Dinas Perhubungan

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
1 Program 910.704.323 789.249.710 86,66

Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program 821.546.265 779.110.000 94,83
Penyelenggaraan
Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan
(LLAJ)

JUMLAH 1.732.250.588 1.568.359.710 90,54

Capaian Realisasi Dinas Perhubungan sebesar 90,54%,

termasuk kategori Sangat Tinggi.

12.Dinas Komunikasi dan Informatika

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 Program Penunjang 781.437.388 548.671.717 70,21
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
2 | Program Informasi 4.212.252.810 | 4.192.594.146 99,53
Dan Komunikasi
Publik

3 | Program Aplikasi 1.050.549.650 1.031.635.210 98,20

Informatika

4 Program 70.268.300 70.051.900 99,69
Penyelenggaraan
Statistik Sektoral
5 | Program 66.257.545 47.628.600 71,88
Penyelenggaraan
Persandian Untuk
Pengamanan
Informasi
JUMLAH 6.180.765.693 5.890.581.573 95,31
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Capaian Realisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar

95,31%, termasuk kategori Sangat Tinggi.

13.Dinas Pemuda dan Olahraga

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 | Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten/Kota

779.393.106

759.023.939

97,38

2 | Program
Pengembangan
Kapasitas Daya
Saing
Kepemudaan

932.207.224

926.999.000

99,44

3 | Program
Pengembangan
Daya Saing
Keolahragaan

176.326.894

166.877.976

99,64

JUMLAH

1.887.927.224

1.852.900.915

98,14

Capaian Realisasi

98,14%, termasuk kategori Sangat Tinggi.

PROGRAM

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten /Kota

Dinas Pemuda dan Olahraga sebesar

14.Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

512.208.412

REALISASI

494.003.494

PERSENTASE

96,44

2 | Program
Pembinaan
Perpustakaan

7.851.214

6.472.800

82,44

3 Program
Pengelolaan
Arsip

61.835.213

61.780.550

99,91

JUMLAH

581.894.839

562.256.844

96,63

Capaian Realisasi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

sebesar 96,63%, termasuk kategori Sangat Tinggi.

15.Dinas Perikanan

NO PROGRAM

1 Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Kabupaten /Kota

PAGU
929.848.690

REALISASI
739.556.100

PERSENTASE
79,53

2 Program
Pengelolaan
Perikanan
Tangkap

383.097.676

374.660.000

97,80
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NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
3 | Program 506.683.766 498.693.600 98,42
Pengelolaan
Perikanan
Budidaya
JUMLAH 1.819.630.132 1.612.909.700 88,64

Capaian Realisasi Dinas Perikanan sebesar 88,64%, termasuk
kategori Tinggi.

16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO
1

PROGRAM
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

PAGU
1.199.145.466

REALISASI
1.177.684.682

PERSENTASE

98,21

Program
Pengembangan
Kebudayaan

87.728.000

86.915.400

99,07

Program
Pelestarian Dan
Pengelolaan
Cagar Budaya

24.475.853

23.237.500

94,94

Program
Peningkatan
Daya Tarik
Destinasi
Pariwisata

840.028.685

821.327.674

97,77

Program
Pemasaran
Pariwisata

319.697.986

303.005.300

94,78

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

54.209.958

52.820.581

97,44

JUMLAH

2.525.285.948

2.464.991.137

97,61

Capaian Realisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar
97,61%, termasuk kategori Sangat Tinggi.
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17.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO
1

PROGRAM
Program Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/ Kota

PAGU
2.160.152.866

REALISASI
2.020.840.755

PERSENTASE

93,55

Program Peningkatan
Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat

464.220.142

442.722.099

95,37

Program Penyediaan
Dan Pengembangan
Sarana Pertanian

406.135.751

384.725.190

94,73

Program Penyediaan
Dan Pengembangan
Prasarana Pertanian

300.986.700

299.281.200

99,43

Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner

81.392.071

79.407.900

97,56

Program Penyuluhan
Pertanian

1.586.674.400

1.509.649.680

95,15

JUMLAH

4.999.561.930

4.736.626.824

94,74

Capaian Realisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

sebesar 94,74%, termasuk kategori Sangat Tinggi.

18. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan
Menengah

NO
1

PROGRAM
Program
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

PAGU
436.715.981

REALISASI
353.810.773

PERSENTASE

81,02

Program
Pendidikan Dan
Latihan
Perkoperasian

40.921.572

34.017.473

83,13

Program
Pengembangan
Umkm

96.235.771

28.392.346

29,50

Program
Peningkatan
Sarana
Distribusi
Perdagangan

183.613.402

182.437.496

99,36

Program
Stabilisasi
Harga Barang
Kebutuhan
Pokok Dan
Barang Penting

30.431.223

29.360.334

96,48

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023




PROGRAM
Program
Perencanaan
Dan
Pembangunan
Industri

PAGU
75.912.984

REALISASI
68.219.800

PERSENTASE
89,87

JUMLAH

863.830.933

696.238.222

80,60

PROGRAM

19. Sekretariat Daerah

PAGU

SEKRETARIAT DAERAH

REALISASI

Capaian Realisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah sebesar 80,60%, termasuk kategori
Tinggi.

PERSENTASE

BAGIAN UMUM

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/
Kota

17.429.376.663

15.245.466.179

87,47

BAGIAN PEMERINTAHAN

Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

22.568.000

22.489.000

99,64

Program
Administrasi
Umum

Perangkat
Daerah

229.182.333

228.809.133

99,83

Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

19.909.292

17.590.800

88,35

Program
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah
Daerah

34.930.000

34.364.500

98,38

Program
Administrasi
Tata
Pemerintahan

229.253.464

224.965.446

98,12

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

22.852.000

19.923.600

87,18
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NO

PROGRAM

Program
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

PAGU
153.814.879

REALISASI
151.845.500

PERSENTASE
98,71

Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

33.862.179

31.457.400

92,89

Program
Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintah

Daerah

34.930.000

34.779.300

99,56

Program
Pelaksanaan
Kebijakan
Perekonomian

272.542.212

267.695.934

98,22

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

31.120.000

10.838.400

34,82

Program
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

222.494.050

220.110.000

98,92

Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

133.371.099

79.569.055

59,65

Program
Pelaksanaan
Kebijakan
Kesejahteraan

Rakyat

1.580.699.414

771.050.600

48,78

BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

104.785.886

104.479.900

99,70

Program
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

309.472.933

309.464.307

99,99

Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

93.627.731

90.062.453

96,19
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NO PROGRAM

4 Program
Pengelolaan
Pengadaan
Barang dan
Jasa

PAGU
115.728.732

REALISASI
115.296.450

PERSENTASE
99,62

BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1 Program
Administrasi
Keuangan
Perangkat
Daerah

1.326.030

0

2 | Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

64.616.365

57.044.000

88,28

3 | Program
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

1.730.686.433

1.717.445.838

99,23

5 | Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

300.946.262

281.371.306

93.49

6 | Program
Administrasi
Keuangan dan
Operasional
Kepala Daerah
dan Wakil
Kepala Daerah

294,000,016

213,550,000

72,63

7 | Program
Pelaksanaan
Protokol dan
komunikasi
Pimpinan

1,059,308,660

1,030,538,239

97,28

BAGIAN HUKUM

1 Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

40.256.000

40.165.000

99,77

2 | Program
Administrasi
Umum

Perangkat
Daerah

343.596.000

341,926,177

99,51

3 | Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

69.112.839

66.601.050

96.36
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NO PROGRAM

4 | Program
Penataan
Peraturan
Perundang-
Undangan

PAGU
807.846.834

REALISASI
803.797.605

PERSENTASE
99,49

BAGIAN ORGANISASI

1 Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

12.672.000

10.898.400

86,00

2 | Program
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

226.462.642

225.101.866

99,39

3 | Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

115.481.920

100.012.189

86,60

4 Program
Penataan
Organisasi

144.020.184

138.671.026

96,28

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1 | Program
Administrasi
Kepegawaian
Perangkat
Daerah

29.300.000

25.330.400

86,45

2 | Program
Administrasi
Umum
Perangkat
Daerah

122.089.777

121.481.600

99,50

3 | Program
Penyediaan Jasa
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

67.098.098

64.470.326

96,08

4 | Program
Pelaksanaan
Administrasi
Pembangunan

99.568.091

98.883.100

99,31

JUMLAH

26.602.909.018

23.317.546.079

87,65

Capaian Realisasi

Sekretariat

termasuk kategori Tinggi.

Daerah

sebesar

87,65%,
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20. Sekretariat DPRD

NO
1

PROGRAM
Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

4.862.595.298

PAGU

REALISASI
4.715.486.872

PERSENTASE
96,97

Program Dukungan
Pelaksanaan Tugas
Dan Fungsi DPRD

2.838.732.435

2.742.235.350

96,60

Program Layanan
Dan Administrasi
Keuangan

3.785.340.075

3.723.507.566

98,37

JUMLAH

11.486.667.808

11.181.229.788

97,34

Capaian Realisasi Sekretariat DPRD sebesar 97,34%, termasuk

kategori Sangat Tinggi.

21. Kecamatan Posigadan

NO
1

PROGRAM
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

PAGU
292.124.220

REALISASI
285.799.598

PERSENTASE
97,83

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

22,054,019

21,725,009

98,51

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

10,771,759

10,555,000

97,99

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

28,101,010

27,104,750

96,45

JUMLAH

353,051,008

345,184,357

97,77

Capaian Realisasi

termasuk kategori Sangat Tinggi.

22.Kecamatan Bolaang Uki

Kecamatan Posigadan sebesar 97,77%,

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE

1 Program Penunjang Urusan | 499.170.516 479.845.393 96,12
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

2 | Program Penyelenggaraan 22.144.827 22.112.000 99,85
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

3 | Program Pemberdayaan 11.402.797 11.360.000 99,62
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

4 | Program Pembinaan Dan 29.571.936 20.320.000 68,71
Pengawasan Pemerintahan
Desa

JUMLAH 562.290.076 533.637.393 94,90

Capaian Realisasi Kecamatan Bolaang Uki sebesar 94,90%,

termasuk kategori Sangat Tinggi.
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23. Kecamatan Pinolosian

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
1 | Program Penunjang 502.653.865 | 457.420.767 91.00
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
2 | Program Penyelenggaraan 12.533.168 9.522.250 75,98
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
3 | Program Pembinaan Dan 52.980.334 48.344.550 91,25
Pengawasan Pemerintahan
Desa
JUMLAH 568.167.367 | 515.287.567 90,69

Capaian Realisasi

termasuk kategori Tinggi.

24.Kecamatan Pinolosian Tengah

NO
1

PROGRAM
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

PAGU
488.841.567

REALISASI
469.996.099

Kecamatan Pinolosian sebesar 90,69%,

PERSENTASE
96,14

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

21.181.435

20.627.935

97,39

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

8.144.007

7.884.691

96,82

Program Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa

22.992.695

22.666.811

98,58

JUMLAH

541.159.704

521.175.536

96,31

Capaian Realisasi Kecamatan Pinolosian Tengah sebesar

96,31%, termasuk kategori Sangat Tinggi.

25. Kecamatan Pinolosian Timur

NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
1 | Program Penunjang Urusan | 325.415.922 | 312.245.472 95,95
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
2 | Program Penyelenggaraan 15.546.936 12.535.585 80,63
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik
3 | Program Pemberdayaan 0 0 0
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan
4 Program Pembinaan Dan 8.021.336 2.403.169 29,95
Pengawasan Pemerintahan
Desa
JUMLAH 414.852.466 | 366.524.226 88,35

Capaian Realisasi

88,35%, termasuk kategori Tinggi.

Kecamatan Pinolosian Timur

sebesar
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26.Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO
1

PROGRAM PAGU

Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

851.330.907

REALISASI
808.742.868

PERSENTASE
94,99

Program
Penanggulangan
Bencana

431.692.892

238.772.000

55,31

JUMLAH

1.283.023.799

1.047.514.868

81,64

Capaian Realisasi Badan Penaggulangan Bencana Daerah
sebesar 81,64%, termasuk kategori Tinggi.

27.Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu pintu

Transmigrasi dan Tenaga Kerja

NO

1

PROGRAM

Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota

PAGU

701.378.170

REALISASI

681.343.582

PERSENTASE

97,14

Program Pelatihan Kerja
Dan Produktivitas
Tenaga Kerja

48.163.330

44.872.300

93,17

Program Pengembangan
Iklim Penanaman Modal

8.379.254

6.702.600

79,99

Program Pengendalian
Pelaksanaan
Penanaman Modal

322.242.882

57.270.999

17,77

Program Pengelolaan
Data Dan Sistem
Informasi Penanaman
Modal

158.688.296

154.094.900

97,11

Program Pembangunan
Kawasan Transmigrasi

27.894.119

24.206.800

86,78

JUMLAH

1.266.746.051

968.491.181

76,46

Capaian Realisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu

Satu pintu Transmigrasi dan Tenaga Kerja sebesar 76,46%,

termasuk kategori Tinggi.

28. Kecamatan Helumo

NO

PROGRAM

Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota

PAGU
312.006.23

REALISASI
8 | 275.979.200

PERSENTASE
88,45

Program Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

23.438.406

11.942.000

50,95

Program Pemberdayaan
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

9.884.600

5.440.000

55,04
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NO PROGRAM PAGU REALISASI PERSENTASE
4 | Program Pembinaan Dan 25.770.417 8.910.000 34,57
Pengawasan Pemerintahan
Desa
JUMLAH 371.099.671 | 302.271.200 81,45

Capaian Realisasi

Kecamatan Helumo

termasuk kategori Tinggi.

29. Kecamatan Tomini

NO
1

PROGRAM
Program
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /Kota

PAGU
709.406.422

REALISASI
632.586.500

sebesar 81,45%,

PERSENTASE
89,17

Program
Penyelenggaraan
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

18.095.614

14.922.500

82,46

Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Dan Kelurahan

9.017.456

6.369.000

70,63

Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

26.235.760

16.158.000

61,59

JUMLAH

762.755.552

669.956.000

87,83

Capaian Realisasi

Kecamatan Helumo

termasuk kategori Tinggi.

30. Inspektorat Daerah

NO
1

PROGRAM
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /Kota

PAGU
2.038.371.745

REALISASI
1.917.058.350

sebesar 87,83%,

PERSENTASE
94,04

Program
Penyelenggaraan
Pengawasan

3,584,873,674

3,576,917,500

99,78

Program
Perumusan
Kebijakan,
Pendampingan
Dan Asistensi

485,498,455

354,622,800

73,04

JUMLAH

6,108,743,874

5,848,598,650

95,74

Capaian Realisasi

Inspektorat Daerah

termasuk kategori Sangat Tinggi.

sebesar 95,74%,
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31.Badan

Perencanaan

Pengembangan Daerah

NO
1

PROGRAM
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

PAGU
1.538.690.554

Pembangunan

REALISASI
1.418.115.077

Penelitian

dan

PERSENTASE
92.16

Program
Perencanaan,
Pengendalian Dan
Evaluasi
Pembangunan
Daerah

1,783,216,296

1,616,387,994

90,64

Program
Koordinasi Dan
Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan
Daerah

1,283,058,189

1,216,816,574

94,84

Program
Pengelolaan
Keuangan Daerah

63,338,027

61,916,800

97,76

Program
Penelitian Dan
Pengembangan
Daerah

251,333,420

243,228,700

96,78

JUMLAH

5,853,982,928

5,447,271,125

93,05

Capaian Realisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian

dan Pengembangan Daerah sebesar 93,05%, termasuk kategori

Sangat Tinggi.

32.Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

NO
1

PROGRAM
Program
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota

PAGU
5.696.219.533

REALISASI
4.530.546.997

PERSENTASE
79,53

Program
Pengelolaan
Keuangan Daerah

3.656.786.250

3.018.123.034

82,53

Program
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah

617.621.688

384.532.967

62,26

Program
Pengelolaan
Pendapatan
Daerah

1.413.108.666

1.163.663.748

82,35

JUMLAH

11.383.736.127

9.096.866.746

79,91

Capaian Realisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan

Pendapatan Daerah sebesar 79,91%, termasuk kategori Tinggi.
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33.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia

NO
1

PROGRAM
Program

PAGU
1.470.340.663

REALISASI
1.329.203.230

PERSENTASE
90,40

Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten /Kota
2 | Program
Kepegawaian
Daerah
3 | Program
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
JUMLAH 4,938.748.379 4.152.143.854 84,07

Capaian Realisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan

1.065.703.147 1.003.798.576 94,19

2.402.704.569 1.819.142.048 75,71

Sumber Daya Manusia sebesar 84,07%, termasuk kategori

Tinggi.

2.3 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH
2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas

dan sasaran pembangunan daerah
Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan
sasaran pembangunan daerah Kabupaten

prioritas dan

Bolaang Mongondow Selatan tidak terlepas dari isu-isu
strategis Daerah, Adapun isu-isu strategis Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Bolaag
2016-2021 dasar

Mongondow Selatan Tahun menjadi

penentuan permasalahan seperti masih tingginya angka
kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Wilayah dan
Infrastruktur yang berhubungan dengan konektivitas, masih
rendahnya Indeks Pembangunan Manusia, masih tingginya
tingkat Pengangguran serta produksi Pertanian dan Perikanan
dan masih rendahnya kemampuan daya saing koperasi, UMKM
dan Industri,

Hal-hal tersebut diataslah yang menjadi perhatian utama
dalam penyusunan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2021

sehingga target-target yang telah di tentukan dapat tercapai,

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023



2.3.2 Identifikasi

Permasalahan

Pemerintah Daerah

Penyelenggaran Urusan

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan

pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut

layanan dasar dan tugas/fungsi tiap PD, Suatu identifikasi

permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa

lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang

ditawarkan, Permasalahan perurusan dapat dilihat sebagai
berikut :

NO
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Tabel 2.48
Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

URUSAN/ PERMASALAHAN

SOLUSI

1

PENDIDIKAN

Rendahnya nilai hasil uji
kompetensi guru

Peningkatan mutu, kualitas dan
kuantitas  pelaksanaan  bimtek,
diklat dan magang

Rendahnya rata-rata lama
sekolah penduduk kabupaten
bolaang mongondow selatan
yang merupakan komponen
pendukung IPM

Peningkatan penyelenggaraan
pendidikan keaksaraan dan
kesetaraan

Penyebaran guru dan tenaga
kependidikan belum merata
dan masih kurang pada
satuan pendidikan

Penyediaan serta penyebaran guru
dan tenaga kependidikan secara
merata di setiap satuan pendidikan

Belum meratanya akses
satuan pendidikan
kesetaraan

Perluasan akses pendidikan
kesetaraan

Data kependudukan usia
pendidikan yang sulit didapat

Melakukan MOU dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan

Masih rendahnya APM pada
jenjang SMP dikarenakan
sebagian siswa bersekolah di
luar daerah, serta belum
tersedianya akses pendidikan
layanan khusus dan anak
putus sekolah/tidak
bersekolah belum semua
terlayani pada satuan
pendidikan kesetaraan

Mendorong atau bekerja sama
dengan kelompok masyarakat
untuk pengembangan sekolah
berbasis boarding school, program
pendidikan inklusif di satuan
pendidikan, peningkatan pelayanan
satuan pendidikan kesetaraan

Pemenuhan SPM sarana dan
prasarana pendidikan

Pembangunan dan rehabilitasi
sarana dan prasarana pendidikan
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NO URUSAN/ PERMASALAHAN

Rendahnya tingkat partisipasi
penduduk usia sekolah pada
pendidikan anak usia dini

SOLUSI

Peningkatan akses dan pelayanan
serta meningkatkan pemahaman
terhadap masyarakat tentang
pentingnya pendidikan anak usia
dini

Belum terpenuhinya SPM
guru dan tenaga
kependidikan di satuan PAUD

Pemenuhan SPM guru dan tenaga
kependidikan di satuan paud

2 | KESEHATAN

Tingginya kasus kematian ibu
hamil, ibu bersalin, dan ibu
nifas serta tingginya kematian
balita

- Menyelenggarakan MOU Dinkes
dan RSUD mampu PONEK
terkait manual rujukan maternal
neonatal

- Peningkatan sistem pelaporan
kematian ibu dan bayi dengan
penerapan aplikasi MPDN

- Melaksanakan audit maternal
perinatal surveilans respon
(AMPSR) pada setiap kasus
kematian/tiap 3 bulan sekali

- Melaksanakan rekomendasi
hasil AMPSR

Rendahnya persentase
persalinan pada fasilitas
pelayanan kesehatan

- Penjamin kesehatan pada ibu
bersalin berupa ketersediaan
RTK (rumah tinggu kelahiran)

- Jaminan kesehatan khusus
persalinan keluarga kurang
mampu

- Menyelenggarakan LP/LS yang
baik dalam mencegah adanya
persalinan di nonfasyankes

- Orientasi dan optimalisasi kelas
ibu hamil

- Penyelenggaraan komitmen
bersama/membentuk jejaring
sistem rujukan terintegrasi
dengan RS tujuan rujukan

- Evaluasi kinerja tahunan kesga

Perbaikan status gizi
masyarakat serta penurunan
angka stunting

- Pemantapan kegiatan 1000 HPK

- Pemantauan pertumbuhan dan
perkembangan balita, ibu hamil
KEK dalam upaya pencegahan
stunting

- Pemberian makanan tambahan
pada balita dan ibu hamil

Pemberdayaan masyarakat
untuk ber-PHBS

Upaya promotif dan preventif yaitu
memberikan informasi kesehatan
melalui media promosi

Belum optimalnya
pemberdayaan masyarakat
dalam bidang kesehatan,
termasuk UKBM dan desa
siaga

Menggalakkan kembali gema desa
siaga
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NO URUSAN/ PERMASALAHAN

Masih rendahnya pengelolaan
limbah B3 (Bahan Berbahaya
dan Beracun) sampah medis
dan obat-obat bahan medis
habis pakai (BMHP)
kadaluarsa

SOLUSI

Pemusnahan obat, bahan medis
habis pakai (BMHP) dan limbah B3
lainnya melalui pihak ke tiga

Sediaan farmasi/ketersediaan
obat, BMHP dan Vaksin

Distribusi pemenuhan kebutuhan
obat, vaksin dan BMHP di setiap
fasyankes dan menerapkan
pengelolaan obat satu pintu

Peningkatan mutu dan
pelayanan kesehatan

Akreditasi dan reakreditasi
puskesmas dan RSUD, serta
pengadaan sarana dan prasarana
penunjang pelayanan kesehatan

Mengoptimalkan akses dan
keterjangkauan pelayanan
kesehatan

Peningkatan jumlah dan jaringan
fasilitas pelayanan kesehatan
dengan menambah pustu dan RSUD
pratama

Pemenuhan, pemerataan, dan
peningkatan kualitas dan
daya saing SDMK (Sumber
Daya Manusia Kesehatan)

Perekrutan tenaga honorer
kesehatan, distribusi nakes yang
merata dan peningkatan kompetensi
nakes

Penyehatan lingkungan

Pemicuan seluruh desa untuk
mencapai kabupaten ODF (open
defecation free)/desa stop buang air
besar sembarangan (stop BABS)

Meningkatkan akses jaminan
kesehatan untuk pencapaian
UHC (Universal Health
Coverage)

Penyelenggaraan jaminan kesehatan
nasional untuk semua masyarakat

Pemasukan data/pelaporan
tidak tepat waktu dan
ketidaksesuaian data dengan
kabupaten

- Peningkatan kapasitas petugas
(penanggungjawab program)

- Peningkatan monitoring dan
evaluasi untuk validasi data tiap
program

Mengoptimalkan pelaporan
kasus penyakit yang

Peningkatan penyelidikan
epidemologi setiap kasus yang

berpotensi wabah terjadi
Cakupan vaksinasi yang Peningkatan kapasitas petugas
rendah jurim, upaya promosi untuk

sasaran vaksinasi

Belum tuntasnya penyakit
menular seperti TB, HIV,
Hepatitis, Malaria, Kusta

Meningkatkan koordinasi dan
advokasi LS/LP tentang masalah
kesehatan baik penyakit menular
dan tidak menular

Belum tersedianya fasyankes
yang melayani gangguan jiwa

Menyediakan akses untuk rujukan
ODGJ

3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tidak terbayarnya kegiatan
paket jasa konsultasi survey
data jalan

Paket telah terlaksana dan
pembayarannya dibayarkan di
tahun 2022

Tidak terbayarnya kegiatan
paket jasa konsultasi survey
data jembatan

Paket telah terlaksana dan
pembayarannya dibayarkan di

tahun 2022
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NO

URUSAN/ PERMASALAHAN

Implementasi PBG sesuai
dengan Undang-undang Cipta
Kerja menggunakan aplikasi
SIMBG belum bisa
dilaksanakan, sementara
aturan tarif lagi dirancang
untuk diperdakan

SOLUSI

Teknis Dinas telah dianggarkan
tahun 2023

Belum tersedianya database
SPAM Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan

Sudah dianggarkan di tahun 2022

Database irigasi 20 Daerah
Irigasi (DI) Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan putus
kontrak berpengaruh pada
usulan DAK

Sudah dianggarkan pada tahun
2022

PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PELINDUNGAN
MASYARAKAT

Kecilnya rasio jumlah polisi
pamong praja per 10,000
penduduk

Penyiapan tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan

Kecilnya rasio jumlah linmas
per 10,000 penduduk

Penyiapan tenaga pengendali
keamanan dan kenyamanan
lingkungan

Masih perlunya penguatan
kelembagaan ketenteraman
ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat

Pengawasan pengendalian dan
evaluasi kegiatan polisi pamong
praja

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023

Operasional dan honor TPA dan Tim




NO URUSAN/ PERMASALAHAN

Belum optimalnya pelayanan
prima ketenteraman
ketertiban umum, dan
perlindungan masyarakat
yang masih belum maksimal
dalam hal penanganan warga
negara yang terkena dampak
gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum akibat
penegakan hukum terhadap
pelanggaran peraturan daerah
kabupaten/kota dan
peraturan kepala daerah
kabupaten/kota untuk jenis
pelayanan dasar pelayanan
ketenteraman dan ketertiban
umum serta warga negara
yang berada di kawasan
rawan bencana dan yang
menjadi korban bencana
untuk jenis pelayanan dasar
pelayanan informasi rawan
bencana, pelayanan
pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana, dan pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban bencana

SOLUSI

Pemberdayaan masyarakat untuk
menjaga ketertiban dan keamanan

Pemeliharaan stabilitas
wilayah/lingkungan dan
penanganan warga negara
yang menjadi korban
kebakaran atau terdampak
kebakaran untuk jenis
pelayanan dasar pelayanan
penyelamatan dan evakuasi
korban kebakaran

Peningkatan kapasitas dalam
penanggulangan kebakaran

Penegakan peraturan daerah
diantaranya penanganan
warga yang terkena dampak
gangguan ketenteraman dan
ketertiban umum akibat
penegakan hukum terhadap
pelanggaran peraturan daerah
provinsi

Peningkatan kapasitas aparat dalam
rangka siskamsuakarsa di daerah

6 | SOSIAL

Minimnya pemahaman
masyarakat terhadap
pengurangan resiko bencana
(PRB)

Adanya sosialisasi dan pelatihan
pada masyarakat dalam
pengurangan resiko bencana (PRB)

Belum terbentuknya pusat
komando dan tim reaksi cepat
(TRC)

Harus ada pembentukan pusat
komando dan tim reaksi cepat (TRC)
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NO

URUSAN/ PERMASALAHAN

Belum tersedianya dokumen
kontijensi

SOLUSI

Harus adanya ketersediaan
dokumen kontijensi

URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

7 | KETENAGAKERJAAN
Belum adanya balai latihan Program pendidikan dan pelatihan
kerja keterampilan tenaga kerja
dilaksanakan atas kerjasama
dengan daerah yang sudah memiliki
balai latihan kerja
Masih rendahnya TPAK Penyebarluasan informasi bursa
tenaga kerja melalui media sosial
Belum tersedianya tenaga Penyusunan informasi tenaga kerja
kerja sesuai kualifikasi dilaksanakan sesuai kebutuhan
ketersediaan informasi pasar
kerja belum optimal
8 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
9, | PANGAN I
Masih tingginya tingkat Penyuluhan pangan alternatif selain
ketergantungan pada bahan padi/beras yaitu palawija, biji-bijian
pangan beras dan umbi-umbian dan ikan
Pola konsumsi masyarakat Analisis dan penyusunan pola
belum berimbang konsumsi dan suplai pangan
Harga bahan pangan yang Pengawasan dan pembinaan
masih fluktuatif keamanan pangan
Keamanan pangan yang Pengkajian dan analisis
masih memerlukan ketersediaan pangan neraca bahan
penanganan serius makanan (NBM)
Cadangan pangan daerah Pengembangan cadangan pangan
belum memenuhi SPM daerah
Sistemn dan jaringan retribusi | Penyusunan dan analisis panel
pangan masih panjang harga pangan
10 | LINGKUNGAN HIDUP

Masih rendahnya capaian
pelayanan, karena
terbatasnya sarana dan
prasarana persampahan serta
sumber daya manusia yang
masih kurang, Hal ini
dikarenakan pelayanan
persampahan yang dapat
dipenuhi masih terbatas pada
2 kecamatan yaitu kec,
Bolaang Uki dan kec,
Pinolosian serta masih
minimnya penanganan
sampah berbahaya seperti
sampah medis dan aktivitas
lainnya (bengkel, toko
pestisida, dll), Penanganan
sampah masih terfokus pada
penanganan sampah domestik

- Penanganan sampah dengan
melakukan pemilahan,
pengumpulan, pengangkutan,
pengolahan dan pemrosesan
akhir sampah di TPA/TPST/SPA
Kab/Kota

- Penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan
persampahan di TPA/TPST/SPA
Kab/Kota
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NO

URUSAN/ PERMASALAHAN

Belum adanya penanganan
yang serius tentang limbah
B3, Hal ini dikarenakan
belum adanya sarana dan
prasarana serta sumber daya
manusia yang memadai

SOLUSI
Pengelolaan B3 dan Limbah B3

Ketidakpatuhan pelaku usaha
dan/atau kegiatan dalam
melaksanakan kewajiban
membuat dokumen
lingkungan (AMDAL, UKL-
UPL, SPPL) yang merupakan
unsur pokok dalam
pelaksanaan usaha dan/atau
kegiatan yang memiliki
dampak terhadap lingkungan

Pengawasan pelaksanaan kebijakan
Bidang Lingkungan Hidup

Dalam pelaksanaan
konservasi sumber daya alam
tidak melihat pada kondisi
dampak lingkungan yang
akan terjadi, sehingga
pemulihan yang dilakukan
tidak tepat sasaran, lebih
khusus perlakuan pada areal
ekoregion tidak dilaksanakan
dalam rangka menjaga
ekosistem

Pengelolaan dan pengendalian
lingkungan serta kajian dampak
lingkungan

Belum diterapkannya
anggaran berbasis lingkungan
hidup yang memadai, dalam
rangka kegiatan perlindungan
dan pengelolaan lingkungan
hidup serta program
pembangunan yang
berwawasan lingkungan

Pelaksanaan kegiatan dan
penyusunan dokumen yang
berwawasan lingkungan

11

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

I

12

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

13

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

|

14

PERHUBUNGAN

Minimnya perlengkapan jalan
di ruas jalan kabupaten
khususnya di ruas jalan
ibukota kabupaten

Pengadaan dan pemasangan alat
perlengkapan jalan dan penamaan
jalan terutama di ruas jalan yang
telah ditetapkan sebagai kawasan
tertib lalulintas

Minimnya sarana dan
prasarana perhubungan

Pembangunan terminal tipe C dan
balai uji kenderaan bermotor

15,

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Terbatasnya sumberdaya
manusia vang terampil dan
profesional di bidang TIK

Pendidikan dan pelatihan SDM
bidang aplikasi dan informatika
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\ [0 URUSAN/ PERMASALAHAN SOLUSI
Belum optimalnya Penyebarluasan informasi melalui
penyebarluasan informasi media luar ruang
kepada masyarakat
Belum optimalnya Pengelolaan dan  pemutakhiran
pemanfaatan TIK dalam informasi situ web pemkab bolsel
penyelenggaraan dan web diskominfo
pemerintahan dan pelayanan
public
Belum adanya rencana induk | Peningkatan fasilitas komunikasi
tata kelola TIK dan informatika
Belum adanya data aktual Pengolahan, updating dan analisis
statistik sektoral data statistik daerah
Belum adanya standard Bimbingan teknis bidang
pengamanan sistem dan persandian
jaringan sandi serta
kualifikasi SDM sandi
Pengelolaan PPID yang belum | Pembinaan dan pengembangan
maksimal sumber daya komunikasi dan

informasi (PPID)

Belum optimalnya Pelaksanaan e-government
pelaksanaan e-government
Belum optimalnya Bimbingan teknis bidang
penyelenggaraan persandian persandian
untuk pengamanan informasi
pemerintah daerah
Perbandingan antara Pengadaan peralatan gedung kantor
perlengkapan gedung kantor serta sarana dan prasarana
sarana dan prasarana dengan | pendukung lainnya
jumlah pegawai yang masih
kurang

16 | KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Rendahnya persentase UMKM | Penyelenggaraan pelatihan dan
yang bergerak dalam industri | pendampingan hingga terbat
olahan makanan kemasan perizinan
yang memiliki izin edar PIRT
dan sertifikasi halal
Kurangnya daya saing produk | Pendidikan dan pelatihan khusus
UMKM peningkatan SDM

17 | PENANAMAN MODAL

Masih kurangnya kepatuhan
pelaku usaha terhadap
kewajiban menyampaikan
LKPM secara online

Peningkatan kegiatan pemantauan,
pembinaan dan pengawasan
pelaksanaan penanaman modal

Kurang memadainya
kapasitas SDM dan
infrastruktur penunjang
investasi

- Peningkatan kualitas SDM guna
peningkatan pelayanan investasi

- Koordinasi dan sinkronisasi
lintas sektor dalam rangka
pelaksanaan program
pembangunan infrastruktur

Belum optimalnya
pengembangan iklim investasi
daerah

Penetapan kebijakan daerah
mengenai pemberian
fasilitas/insentif dan kemudahan
penanaman modal yang dituangkan
dalam bentuk peraturan daerah
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NO URUSAN/ PERMASALAHAN

Masih rendahnya promosi
investasi baik di tingkat
regional maupun nasional

SOLUSI

Penyusunan strategi promosi dalam
rangka penyelenggaraan pameran
investasi

Belum optimalnya kualitas
pelayanan perizinan yang
ditandai dengan kurangnya
SDM pengelola perizinan yang
memahami proses pelayanan
dengan baik dan
bertanggungjawab

Peningkatan kualitas SDM melalui
kegiatan bimtek OSS

18 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

19 | STATISTIK

I

20 | PERSANDIAN

21, | KEBUDAYAAN

22 | PERPUSTAKAAN

Belum ada tenaga
pustakawan di daerah

Diklat untuk pustakawan

Terbatasnya kuantitas dan
kualitas SDM pengelola
perpustakaan

Bimtek pengelola perpustakaan

Tidak tersedianya data dan
informasi perpustakaan

Penyusunan data dan informasi
untuk perpustakaan

23 | KEARSIPAN

Tidak tersedianya informasi
akses dan layanan kearsipan
dalam JKN

Pengadaan sarana dan prasarana
agar aplikasi SRIKANDI bisa
diterapkan

Pengelolaan arsip di daerah
belum tertata dengan baik

Pengumpulan data kearsipan dan
mengadakan penilaian kearsipan

URUSAN PILIHAN

1 | PERIKANAN

2 | PARIWISATA

3 | PERTANIAN

Rendahnya pertumbuhan
sektor pertanian (share
PDRB/jumlah tenaga kerja)
dan NTP yang diakibatkan
oleh produksi dan
produktivitas yang belum
optimal yang disebabkan oleh
permasalahan berikut :

Kepemilikan lahan pertanian
relatif sempit

Perluasan lahan pertanian melalui
cetak sawah pada areal yang
memenuhi syarat teknis dan
administrasi
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NO URUSAN/ PERMASALAHAN SOLUSI
Rendahnya bahan organik Rehabilitasi lahan melalui
tanah, masih terjadinya alih penambahan pupuk
fungsi lahan (anorganik/organik) dan
perlindungan lahan melalui Perda
LP2B
Perubahan iklim yang Perbaikan jaringan irigasi-irigasi
mengakibatkan gangguan tersier dan pembangunan embung-
produksi embung untuk menampung air
Belum optimalnya Peningkatan dan rehabilitasi jalan-
infrastruktur pertanian jalan usaha tani
Masih terjadinya kehilangan Penggunaan alsintan modern untuk
hasil pertanian panen seperti combine harvester,
power thereser padi dan jagung
serta kedelai
Daya saing produk pertanian | Peningkatan mutu produksi dan
relatif masih rendah penanganan pasca panen yang
modern serta pengurangan residu
pestisida
Terbatasnya petugas lapangan | Penambahan penyuluh pertanian
pertanian lapangan dan peningkatan kualitas
dan kapasitas SDM yang sudah ada
Tidak adanya RPH Pembangunan RPH sebagai sentral
produksi daging
Kapasitas kelembagaan petani | Revitalisasi kelembagaan petani
yang masih rendah baik kelompok tani, gapoktan, P3A,
KWT, pemuda tani
Rendahnya kemampuan Pelatihan petani untuk
petani dalam akses teknologi, | meningkatkan kemampuan dan
informasi, pasar dan kualitas SDM, adanya bantuan KUR
permodalan sebagai modal usaha tani
Belum adanya upaya Perlu adanya asuransi usaha tani
perlindungan usaha tani baik padi, palawija dan ternak
(AUTP/AUTS)
4 | KEHUTANAN (Kewenangan Provinsi)
5 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL(Kewenangan Provinsi)
6 | PERDAGANGAN
Kurangnya SDM teknis Keikutsertaan ASN dalam diklat
meterologi teknis meterologi
Kemitraan dengan lembaga Membina pola kemitraan dengan
pemasaran komoditas lembaga yang berhubungan dengan
unggulan pemasaran komoditas
7 | PERINDUSTRIAN
Rendahnya daya saing produk | - Melaksanakan pelatihan
IKM diversifikasi produk
- Fasilitasi legalitas usaha (PIRT,
BPOM, Halal)
Rendahnya pemasaran Mendirikan pusat pemasaran
produk IKM produk IKM (Pusat Oleh-oleh Bolsel)
8 | TRANSMIGRASI
URUSAN PENUNJANG
1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN
2 | KEUANGAN l
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NO URUSAN/ PERMASALAHAN

Pemerintah wajib
mengimplementasikan Sistem
Informasi Pemerintahan
Daerah (SIPD) dalam rangka
perencanaan, penganggaran,
penatausahaan dan pelaporan
keuangan daerah
sebagaimana yang
diamanatkan pada UU
No,23/2014 dan PMDN
70/2019 mulai tahun 2021,
Namun jika melihat
perkembangan SIPD dari awal
tahun 2021, terdapat
resistensi penggunaan SIPD di
hampir seluruh pemda dalam
hal pelaksanaan
penatausahaan, pelaporan
hingga pertanggungjawaban
keuangan daerah yang belum
tersedia secara maksimal
pada SIPD, Hasil konferensi
pers pada tanggal 4 Januari
2021 pihak Kemendagri
menyampaikan kepada pemda
untuk melakukan
penatausahaan pengelolaan
keuangan daerah secara
manual, Sampai dengan
berakhirnya tahun anggaran
2021 SIPD belum dapat
digunakan dikarenakan
belum maksimalnya moduk
penatausahaan dan belum
tersedianya modul
pembukuan/pelaporan,
Sehingga SIPD belum dapat
diukur kehandalannya dalam
menghasilkan LKPD untuk
mencapai opini terbaik dari
BPK RI

SOLUSI

Berdasarkan hal tersebut maka
untuk tahun 2021 Pemerintah
Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan melakukan penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan daerah menggunakan
sistem yang existing yaitu SIMDA
yang dikembangkan oleh BPKP,
hanya saja hal tersebut
menyebabkan bertambahnya waktu
dan tenaga serta berpotensi
menimbulkan magrin error dalam
hal migrasi data anggaran dari SIPD
ke SIMDA

Masih perlunya peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia bidang pengelolaan
keuangan daerah dan barang
milik daerah
provinsi/kabupaten/kota

Peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur dalam pengelolaan
keuangan

Belum optimalnya upaya
penerapan sistem aplikasi e-
budgeting dan sistem aplikasi
reporting pada
provinsi/kabupaten/kota
dengan melakukan bimbingan
teknis dan training of trainer

Peningkatan pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
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NO URUSAN/ PERMASALAHAN

SOLUSI

Masih terbatasnya penyediaan | Diadakannya sarana dan prasarana
perangkat pendukungan pendukung sistem
penerapan sistem aplikasi e-
budgeting dan e-reporting
3 | KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Rendahnya persepsi Memberikan kesempatan dan
perangkat daerah terhadap fasilitasi untuk pengembangan
pengembangan kompetensi kompetensi aparatur dari K/L dan
untuk mendukung kinerja lembaga lain
organisasi
Masih rendahnya daya saing Pemilihan ASN teladan
ASN Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan
Masih rendahnya motivasi Sosialisasi tentang jabatan
PNS untuk memangku fungsional
jabatan fungsional
Pemetaan pegawai belum Menyusun pemetaan jabatan
sepenuhnya sesuai antara
jenis jabatan dan kualifikasi
pendidikan yang diharapkan
4 | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
5 | PENGAWASAN |
Masih belum optimalnya Pelaksanaan Bimtek Pengadaaan
pengawasan pengadaan/jasa | Barang dan Jasa
melalui monitoring dan
evaluasi kesesuaian
pelaksanaan kontrak dengan
rencana yang telah
ditetapkan, sehingga
pelaksanaan pengadaan
barang/jasa dapat dipercepat
dan tidak terjadi penumpukan
belanja di triwulan IV
Masih terbatasnya kapasitas Kemampuan APIP harus
APIP dalam pelaksanaan dikembangkan secara bertahap
tugas sehingga dapat berperan sebagai
garda depan dalam upaya
pencegahan korupsi di internal
Pemerintahan Daerah dan berada
pada level 3 (tiga) di Tahun 2019,
melalui penguatan pada area peran
dan layanan, pengelolaan SDM,
praktek pengawasan, akuntabilitas
dan manajemen kinerja, budaya dan
hubungan organisasi serta struktur
tata kelola pengawasan
6 | SEKRETARIAT DEWAN
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BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.1.1 Kebijakan Ekonomi Nasional
A. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur
berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar
harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per
kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5. Ekonomi
Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih
tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami
kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi
produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46
persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa
sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-
2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami
pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi
produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan
Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16
persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen
Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan
tertinggi sebesar 29,83 persen. Ekonomi Indonesia
triwulan IV-2021 terhadap triwulan sebelumnya
mengalami pertumbuhan sebesar 1,06 persen (g-to-q).
Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib
mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 22,20 persen.
Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi

Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi

sebesar 33,00 persen. Struktur ekonomi Indonesia secara
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spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di
Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi
sebesar 57,89 persen dan Kkinerja ekonomi yang
mengalami pertumbuhan sebesar 3,66 persen (BPS,
2022).

Tabel 3.1
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut
Lapangan Usaha (persen)

Laju

Lapangan Usaha Pertumbuhan
2021
A. Pertanian, Kehutanan dan 1,84
Perikanan
B. Pertambangan dan 4,00
Penggalian
s Industri Pengolahan 3,39
D. Pengadaan Listrik dan Gas 5,55
E Pengadaan Air, Pengelolaan 4 97
Sampah, Limbah dan Daur
Ulang
F. Konstruksi 2,81
G. Perdagangan Besar dan 4,65

Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

H. Transportasi dan 3,24
Pergudangan

I. Penyediaan Akomodasi dan 3,89
Makan Minum

J. Informasi dan Komunikasi 6,81

K. Jasa Keuangan dan 1,56
Asuransi

L. Real Estat 2,78

M,N. Jasa Perusahaan 0,73
0. Administrasi Pemerintahan, -0,33

Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib

P. Jasa Pendidikan 0,11
Q; Jasa Kesehatan dan 10,46
Kegiatan Sosial
R,S,T,U. | Jasa Lainnya 2,12
Nilai Tambah Bruto Atas Dasar 3,27
Harga Dasar
Pajak Dikurang Subsidi Atas Produk 14,85
Produk Domestik Bruto (PDB) 3,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021
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Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas
dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan
perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih
didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih
dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,42 persen;
diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,81 persen;
Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,56
persen; Komponen PK-P sebesar 9,14 persen; Komponen
PK-LNPRT sebesar 1,22 persen; dan Komponen
Perubahan Inventori sebesar 0,65 persen. Sementara itu,
Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor
pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,86

persen.

Tabel 3.2
PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (triliun rupiah)

Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Konstan 2010
2019 2020 2021 2019 2020 2021
(1) (2) 7

Pertanian, 2.012,8

{4) >

2.253,8 1.354,4

2.115,4

1.378,3 1.403,7

&

Pertambangan dan 1.149,9 993,5 1.523,7 806,2 790,5 822,1
Penggalian

Industri 3.119,6 3.068,0 3.266,9 2.276,7 2.209,9 2.284,8
Pengolahan

ol o

Pengadaan Listrik 185,1 179,7 190,0 111,4 108,8 1149
dan Gas

2

Pengadaan Air, 10,7 11,3 12,0 9,0 9,5 99
Pengelolaan
Sampah, Limbah
dan Daur Ulang

—

F. | Konstruksi 1.701,7 1.652,7 1.771,7 .108,4

[

.072,3

p—

.102,5

G. | Perdagangan Besar 2.060,3 1.994,1 2.200,5
dan Eceran,
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor

—

.440,2

—
—

.385,8 .450,2

H. | Transportasi dan 881,5 689,6 719,6 463,1 393,4 406,2
Pergudangan

I. | Penyediaan 440,2 394,0 412,3 333,3 299,1 310,8
Akomodasi dan
Makan Minum

J. Informasi dan 626,5 696,0 748,8 589,5 652,1 696,5
Komunikasi

K. | Jasa Keuangan dan 671,4 696,1 736,2 443,1 457,5 464.,6
Asuransi

Real Estat 439,5 453,8 468,2 316,9 324,3 333,3

Jasa Perusahaan 304,3 2943 301,1 206,9 195,7 197,1

- ZE|F

0. | Administrasi 571,6 582,6 584.,4 365,6 365,4 364,2
Pemerintahan,
Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib

Jasa Pendidikan 522,4 549.,6 556,3 341,4 350,3 350,7

ol

Jasa Kesehatan 174,7 201,2 227,0 127,5 142,2 157,1
dan Kegiatan Sosial

Jasa Lainnya 309,0 302,6 312,2 205,0 196,6 200,8

comgm
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Lapangan Usaha Harga Berlaku Harga Konstan 2010
2019 2020 2021 2019 2020 2021

1) V4 { 1) ] ) i/
Nilai Tambah Bruto 15.181,2 14.874,5 16.284,7 10.498,6 10.331,7 10.669,4
Atas Dasar Harga Dasar
Pajak Dikurang Subsidi 651,5 563,5 686,1 450,6 391,4 449.5
Atas Produk
Produk Domestik Bruto 15.832,7 15.438,0 | 16.970,8 10.949,2 10.723,1 11.118,9
(PDB)

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

B. PDB Menurut Pengeluaran

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar
3,69 persen. Pertumbuhan terjadi pada semua Komponen
Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada
Komponen Ekspor Barangdan Jasa sebesar 24,04 persen;
diikuti Komponen PK-P sebesar 4,17 persen; Komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,80
persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
(PK-RT) sebesar 2,02 persen; dan Komponen Pengeluaran
Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah
Tangga (PK-LNPRT) sebesar 1,59 persen. Sementara itu,
Komponen Impor Barang dan Jasa (yang merupakan faktor
pengurang dalam PDB menurut pengeluaran) tumbuh
sebesar 23,31 persen. (BPS, 2022)

Tabel 3.3
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDB Menurut
Pengeluaran (persen)

Laju

Komponen Pertumbuhan
2021
1. | Pengeluaran Konsumsi Rumah 2,02
Tangga

2. | Pengeluaran Konsumsi LNPRT 1,59
3. | Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 4,17
4. | Pembentukan Modal Tetap Bruto 3,80
5. | Perubahan Inventori -
6. | Ekspor Barang dan Jasa 24,04
7. | Dikurangi Impor Barang dan Jasa 23,31
Produk Domestik Bruto (PDB) 3,69

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

Struktur PDB Indonesia menurut pengeluaran atas

dasar harga berlaku tahun 2021 tidak menunjukkan
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perubahan yang berarti. Perekonomian Indonesia masih
didominasi oleh Komponen PK-RT yang mencakup lebih
dari separuh PDB Indonesia yaitu sebesar 54,42 persen;
diikuti oleh komponen PMTB sebesar 30,81 persen;
Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 21,56
persen; Komponen PK-P sebesar 9,14 persen; Komponen
PK-LNPRT sebesar 1,22 persen; dan Komponen
Perubahan Inventori sebesar 0,65 persen. Sementaraitu,
Komponen Impor Barang dan Jasa sebagai faktor
pengurang dalam PDB memiliki peran sebesar 18,86

persen.

Tabel 3.4

PDB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (triliun rupiah)

Komponen

Harga Berlaku

Harga Konstan

2019 2020 2021 2019 2020 2021
1. | Pengeluaran 8.965,8 8.899,9 9.236,0 5.936,4 5.780,2 5.896,7
Konsumsi
Rumah Tangga
2. | Pengeluaran 206,1 201,4 207,8 136,0 130,2 132,3
Konsumsi
LNPRT
3. | Pengeluaran 1.394,6 1.474,1 1.551,7 856,0 872,8 909,2
Konsumsi
Pemerintah
4. | Pembentukan 5.121,4 4.897,0 5.227,9 3.597,7 3.419,2 3.549,2
Modal Tetap
Bruto
5. | Perubahan 226,9 97,9 111,1 130,0 51,3 62,7
Inventori
6. | Ekspor Barang 2.943,5 2.666,4 3.659,0 2.275,5 2.090,3 2.592,7
dan Jasa
7. | Dikurangi Impor 3.013,9 2.424 4 3.201,0 2.046,2 1.704,2 2.101,4
Barang dan Jasa
Diskrepansi -11,7 - 374,3 178,3 63,8 83,3 77,5
Statistik1)
Produk Domestik 15.832,7 | 15.438,0 16.970,8 | 10.949,2 | 10.723,1 | 11.118,9
Bruto (PDB)

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022

C. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kelompok provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi
struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada
tahun 2021 dengan kontribusi sebesar 57,89 persen;
diikuti Pulau Sumatera sebesar 21,70 persen; Pulau
Kalimantan sebesar 8,25 persen; Pulau Sulawesi
sebesar 6,89 persen; Pulau Bali dan Nusa Tenggara
sebesar 2,78 persen; serta Pulau Maluku dan Papua

sebesar 2,49 persen.
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Selama tahun 2021, sinyal pemulihan perekonomian dari

efek pandemi COVID-19 mulai terlihat pada semua
kelompok pulau. Pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat
terjadi di kelompok Pulau Maluku dan Papua yang
tumbuh sebesar 10,09 persen; diikuti Pulau Sulawesi
sebesar5,67 persen; Pulau Jawa sebesar 3,66 persen; dan
Pulau Sumatera bersama Pulau Kalimantan sebesar 3,18
persen. Selanjutnya, kelompok provinsi di Pulau Bali dan
Nusa Tenggara, yang ekonominya banyak dipengaruhi

oleh aktivitas pariwisata, tumbuh sebesar 0,07 persen.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB
Menurut Pulau (persen)

Bulii Laju Pertumbuhan

2021

1. | Sumatera 3,18

2. | Jawa 3,66

3. | Bali dan Nusa Tenggara 0,07

4. | Kalimantan 3,18

} 5. | Sulawesi 5,67
| 6. | Maluku dan Papua 10,09

SUMATER SULAWESI
® 6,39 %

A567%Y

KALIMANTA
s ® N o
A 825%

MALUKU DAN
PAPUA B

A 249%

> g R —_—

\

\ ® Kontribusi ®ony -~ ¥

| 4 Pertumbuha P  #

| BALI DAN NUSA TENGGARA
: # 2,78%

| A 0,07 %

Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022
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Kebijakan dan Strategi Ekonomi Indonesia (RKP 2023)
Dalam upaya pemulihan ekonomi Nasioanal, kedepan menjadi
prioritas dan kebijakan serta strategi pemulihan ekonomi,
sebagai berikut :
1. Memastikan dan memprioritaskan Masyarakat Indonesia
bebas Covid-19 dan reformasi kesehatan;
2. Fokus pembangunan UMKM  dilakukan untuk
meningkatkan peran UMKM terhadap ekonomi Nasional;
3. Indonesia Bekerja, dipastikan pemberdayaan dan
percepatan penyerapan tenaga kerja agar dapat
memberikan kontribusi besar bagi pembangunan
ekonomi di tengah pandemi, serta berkontribusi pada

transformasi ekonomi kedepan.

3.1.2 Kebijakan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara
Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun
2021 mencapai Rp 142.600,02 milliar dan atas dasar harga
konstan 2010 mencapai Rp 91.790,93 milliar. Ekonomi Sulawesi
Utara tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,16
persen. Dari sisi produksi, sebanyak 16 lapangan usaha
tumbuh positif, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh
lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
sebesar 12,72 persen. Sementara dari sisi pengeluaran hampir
semua komponen tumbuh, kecuali pada Komponen PK-P.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Ekspor Barang
dan Jasa sebesar 9,23 persen. Ekonomi Sulawesi Utara triwulan
IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan
sebesar 3,38 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, hampir seluruh
lapangan wusaha mengalami pertumbuhan positif, dengan
pertumbuhan tertinggidicapai oleh lapangan usaha Pengadaan
Listrik, Gas, dan Produksi Es sebesar 8,81 persen. Dari sisi
pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai Komponen
Pengeluaran Konsumsi LNPRT (PK-LNPRT) sebesar 15,96

persen.
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Ekonomi Sulawesi Utara triwulan IV-2021 terhadap triwulan
sebelumnya mengalamipertumbuhan sebesar 7,91 persen (g-to-
qg). Adanya kebijakan pelonggaran pembatasan aktivitas
masyarakat yang mulai kembali normal menyebabkan
perekonomian Sulawesi Utara tumbuh signifikan dibanding
triwulan sebelumnya. Aktivitas masyarakat yang semakin tinggi
mendorong perekonomian pada triwulanIV-2021 semakin baik
jika dibandingkan triwulan III-2021, dengan pertumbuhan
tertinggi dicapai lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 46,86 persen. Sementara dari sisi
pengeluaran, Komponen Pengeluaran KonsumsiPemerintah (PK-

P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 20,34 persen.

Grafik 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara
Tahun 2017-2021
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Sumber : Provinsi Sulawesi Utara Dalam Angka, 2022

Kebijakan dan Strategi Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara
(Prioritas RKPD Sulut 2023)
Prioritas dan Strategi Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sesuai
dengan RKPD Tahun 2023, sebagai berikut :
1. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pelayanan
Kesehatan;

2. Menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
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Adaptasi lingkungan dan mitigasi bencana;
Ketersediaan dan distribusi pangan;
Penguatan UMKM dan industri pengolahan;

Peningkatan infrastruktur dasar dan sosial,

e BNCAEE L S

Memperkuat stabilitas trantibmas dan transformasi

pelayanan publik.

3.1.3 Kebijakan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Pembangunan suatu  daerah Kabupaten  akan
terpengaruh oleh kebijakan makro ekonomi yang ada di daerah
tersebut serta bagaimana kebijakan makro ekonomi yang ada
di provinsi dan nasional. Sinergitas kebijakan makro ekonomi
daerah dengan kebijakan ekonomi provinsi dan pusat
merupakan hal yang harus dilaksanakan. Arah kebijakan
ekonomi secara jangka menengah dapat terlihat pada RPJMD
yang dijabarkan pada dokumen perencanaan tahunan (RKPD).
Arah kebijjakan ekonomi daerah tahunan disusun dengan
tujuan untuk mengimplementasikan program serta dalam
rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan
berdasarkan kondisi makro ekonomi yang ada.

Kebijakan dan kondisi makro ekonomi dapat terlihat
antara lain melalui indikator Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) dan kontribusi sektoral, pertumbuhan ekonomi. Pada
aspek fiskal daerah, dianalisa sumber-sumber penerimaan
pemerintah daerah, alokasi pembiayaan dan belanja daerah,
dan kapasitas fiskal daerah, dengan menggunakan data
penerimaan pendapatan dan struktur belanja selama beberapa
tahun terakhir. Berdasarkan hasil analisa pendapatan dan
belanja daerah yang terjadi beberapa tahun terakhir,
digunakan sebagai data utama untuk melakukan proyeksi
penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan penerimaan lainnya. Memetakan alokasi belanja
pemerintah daerah berdasarkan kemampuan pendapatan
daerah dan penerimaan transfer, serta dapat menjelaskan

tentang kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan data kapasitas
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Fiskal daerah dilakukan perkiraan alokasi

pembiayaan pada beberapa program prioritas daerah tahun

anggaran

2023 melalui organisasi perangkat daerah yang akan menjadi
acuan untuk dibahas bersama pada RAPBD tahun anggaran
2023.
a. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga
berlaku Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021
mencapai 2.296,39 sedangkan PDRB atas dasarharga
konstan mencapai Rp 1.386,96. Jika dilihat menurut
lapangan usaha, maka penyumbang PDRB terbesar
adalah kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
yang mencapai 875,89. Ini dapat dipahami bahwa
penduduk  Bolaang Mongondow  Selatan masih
mengandalkan sektor pertanian. Selain itu, lapangan
usaha yang memiliki sumbangan terbesar dalam PDRB
berikutnya adalah konstruksi yakni sebesar 346,61, serta
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan

Sosial Wajib sebesar 249,48.

Tabel 3.6
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Capaian dan Target Tahun 2017-2022
TAHUN ADHB (Milyar) ADHK (Milyar)

2017 1.727,33 1.171,96
2018 1.900,61 1.248,8
2019 2.083,91 1.328,57
2020 2.153,24 1.336,97

2021 2.308,27 1.433,23
2022 2.437,54 1.513,49

2023

Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka,

diolah

b. Pertumbuhan Ekonomi

Kemajuan pembangunan baik di

maupun

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

daerah

senantiasa

tingkat
berorientasi
Salah
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strategi penting dalam rangka proses pembangunan
adalah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi dengan memacu pertumbuhan sektor-sektor
Dominan, sehingga kesejahteraan masyarakat dengan
sendirinya akan tercapai. Kemajuan ekonomi secara
makro seringkali banyak dilihat dari besaran Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan
ekonominya. Secara konsepsi, PDRB menggambarkan
seberapa besar proses kegiatan ekonomi (tingkat
produktivitas ekonomi) di suatu wilayah, yang dihitung
sebagai akumulasi dari pencapaian nilai transaksi dari
berbagai sektor ekonomi dalam kehidupan masyarakat.
Oleh karena itu, PDRB merupakan gambaran nyata hasil
aktivitas pelaku ekonomi dalam memproduksi barang
dan jasa. Indikator ini dapat digunakan sebagai bahan
evaluasi perkembangan ekonomi dan sebagai landasan
penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi.
Perekonomian Bolaang Mongondow Selatan dari tahun ke
tahun selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif,
pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar
6,56% dan pada tahun 2019 Pertumbuhan ekonomi
Bolaang Mongondow Selatan tumbuh sebesar 6,39%.
Pertumbuhan ini didorong oleh sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan dan Jasa Konstruksi dimana
terjadinya peningkatan produksi dan jagung serta hasil
perikanan dan peternakan dan adanya belanja
Pemerintah di  sektor konstruksi dimana ada
Pembangunan RTLH dan Pembangunan Kantor
Pemerintah Daerah. Selama S5 tahun terakhir,
pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi di tahun 2014
yaitu sebesar 7,47%. Pada Tahun 2020 akibat dampak
Pandemi Covid 19 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan tumbuh sebesar 0,63%.
Pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan tumbuh sebesar 3,74
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persen dan menunjukkan progres yang cukup baik
dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya bertumbuh
sebesar 0,63 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh
seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi
disumbangkan oleh kategori konstruksi yang tumbuh
cukup signifikan mencapai 8,16 persen dibanding tahun
lalu yang terkonstraksi negatif hingga -4,02 persen.
Adapun lapangan usaha andalan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan yaitu Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan hanya mampu bertumbuh sebesar 1,87
persen, pertumbuhan ini lebih lambat dibanding tahun
lalu yakni 1,96 persen
Dalam rangka pemulihan ekonomi tahun 2023
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan telah
menyiapkan beberapa kebijakan strategis seperti (1)
Peningkatan  Lapangan Usaha melalui Program
Pengembangan UMKM, (2) Peningkatan Produksi
Pertanian, Peternakan dan Perikanan (3) Meningkatkan
Belanja Pemerintah Daerah terutama di bidang
Konstruksi/Infrastruktur Dasar sarana dan prasarana
Publik (4) Konsumsi Rumah Tangga melalui peningkatan
daya beli dan Pendapatan dengan cara peningkatan
kualitas dan keterampilan, (5) penyediaan lapangan kerja
dan (5) Pemberian Bantuan Sosial.
Adapun beberapa program dalam rangka Penguatan dan
pemulihan ekonomi yaitu :
- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga
Kerja;
- Program Pengembangan UMKM;
- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal,;
- Program Promosi Penanaman Modal;
- Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi
Pariwisata;

- Program Pemasaran Pariwisata;
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- Program Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan;

- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri;

- Program  Peningkatan Infrastruktur Ekonomi
Masyarakat.

Dengan beberapa kebijakan dan Program Prioritas

Daerah tersebut diatas diharapakan pertumbuhan

ekonomi dapat tumbuh positif dimana pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

ditargetkan tumbuh 3,50-5,61tahun 2022 dan 4,50-6,74

tahun 2023.

Tabel 3.7
Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Capaian dan Target Tahun 2017-2023

2017 6,24

2018 6,56
2019 6,39
2020 0,63
2021 3,47
2022 3,50-5,61
2023 4,50-6,74
Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka,
diolah

c. Presentase Penduduk Miskin
Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan
kondisi perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan adalah presentase penduduk miskin. Jika
berdasar Indikator dan Kriteria dari BPS/BDT penduduk
miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun
2017 adalah sebesar 14,16% dan turun 0,59% dari tahun
2018 yaitu sebesar 13,60% dan turun sebesar 0,33%
menjadi 13,27% pada tahun 2019. Dengan adanya

program dan kegiatan Pengurangan Kemiskinan yang
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terus dilaksanakan Pemerintah Daerah Pada Tahun 2020
angka kemiskinan dapat ditekan 0,50% menjadi 12,77.
Garis Kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Per
2021, garis kemiskinan mencapai 345.819 rupiah.
Artinya nilai rupiah minimum yang diperlukan untuk
memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan
sebanyak 2100 kilokalori per kapita per hari dan
kebutuhan pokok bukan makanan adalah sebesar Rp
345.819. Peningkatan garis kemiskinan ini menunjukkan
bahwa penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan. Meskipun Dbegitu, penduduk miskin di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mengalami
kenaikan dari tahun sebelumnya. Penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di
bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk
miskin. Di tahun 2021 tercatat penduduk miskin di
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan mencapai 8,63
ribu jiwa yang naik dari 8,53 ribu jiwa di tahun 2020.
Persentase penduduk miskin di 2021 sendiri mencapai
12,85 persen.

Dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di
Daerah serta pencapaian target Tingkat Kemiskinan
Tahun 2022 dan 2023 Pemerintah Daerah telah
mempersiapkan beberapa strategi yaitu :

- Membentuk Tim koordinasi lintas sektor dan lintas
pemangku kepentingan secara terpadu dan
berkesinambungan. Tugas Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yaitu
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan
di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan
mengendalikan pelaksanaan program
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan;
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- Melakukan Evaluasi terkait capaian Program dan
permasalahan dalam rangka penentuan kebijakan;

- Penentuan Program-program Prioritas
Penanggulangan Kemiskinan Pembangunan
Manusia yaitu Program Pengelolaan Pendidikan,
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan
Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program
Pemberdayaan Sosial dan Program Pelatihan Kerja
Dan Produktivitas Tenaga Kerja;

-  Memperkuat data-data kemiskinan melalui update
data DTKS sehingga sasaran program

penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.

Tabel 3.8
Tingkat Kemiskinan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Capaian dan Target Tahun 2017 s/d 2023

TAHUN PERSEN

2017 14,16
2018 13,60
2019 13,27
| 2020 12,77
i 2021 12,85
2022 12,30-11,37
2023 11,84-10,96
Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka, diolah,

2022

d. Indeks Pembangunan Manusia
IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat
perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah
dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan
pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu
diperhatikan yaitu kecepatan dan status pencapaian IPM.
Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan terus mengalami kemajuan

selama periode. Pada tahun 2019 IPM Kabupaten
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Bolaang Mongondow Selatan berada pada angka 65,28%.
Pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan mengalami penurunan 0,28% dari tahun
sebelumnya. IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2020 yaitu sebesar 65,00%. Sementara itu, untuk
Tahun 2021 terjadi kenaikan IPM Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan 1% atau sebesar 0,48 poin
dibandingkan tahun 2020. Hal tersebut terjadi karena
peningkatan pada hampir semua komponen
pembentuknya.

Pada Tahun 2022 dan 2023 IPM Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan ditargetkan mengalami peningkatan
sehingga Pemerintah Daerah telah menyiapkan beberapa
kebijakan yaitu :

a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat
melalui Program Pemenuhan Upaya Kesehatan
Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
dengan cara peningkatan kualitas dan kuantitas
tenaga kesehatan, Penyediaan Sarana dan Prasarana
yang memadai dan Pemberian Jaminan Kesehatan
dalam rangka Peningkatan Angka Harapan Hidup;

b) Peningkatan Bidang Pendidikan melalui Program
Pengelolaan pendidikan dengan cara Peningkatan
Kualitas Tenaga Pendidik, penyediaan Sarana dan
Prasarana Pendidikan yang memadai dan Pemberian
Beasiswa, serta penyediaan kejar paket A, B dan C
sehingga Rata-Rata Lama Sekolah Angka Harapan
Lama Sekolah pendukung IPM dapat tercapai;

c¢) Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Melalui
Program Pengembangan UMKM, Pelatihan Kerja Dan
Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Sosial
untuk peningkatan pendapatan perkapita sehingga
daya beli masyarakat meningkat.

Berikut disajikan capaian dan target IPM Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016 s/d 2022.
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Tabel 3.9
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Capaian dan Target Tahun 2017-2023

2017 64,05

2018 64,49

2019 65,28

2020 65

2021 65,48

BElEsti caRNgRT DR
2022 65,27-66,19
2023 65,73 - 66,66
Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka,

diolah

e. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berfluktuasi dalam beberapa tahun
terakhir dimana pada tahun 2016 menunjukan angka
6,70% dan turun menjadi 6,34% pada tahun 2017. Pada
Tahun 2018 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan berada pada angka 4,54%
dan menjadi 4,59% pada tahun 2019 dan Turun 0,20%
pada tahun 2020 menjadi 4,39%. Sementara, pada tahun
2021 naik menjadi 4,60%. Ini artinya terdapat 4,60
persen penduduk berusia 15 tahun ke atas yang belum
bekerja, sudah diterima bekerja tapi belum mulai
bekerja, atau sedang mempersiapkan usaha dari total
Angkatan kerja.

Dalam rangka penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Pemerintah
Daerah telah menyiapkan beberapa Program Prioritas
seperti Melatih para pencari kerja baik keterampilan dan
Pemanfaatan Teknologi, melatih jiwa entrepreneur atau
membuka usaha sendiri, dan memberikan Bantuan
Permodalan Usaha serta Penyediaan Lapangan Kerja
melalui Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas

Tenaga Kerja dan Program Pengembangan UMKM.
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Sumber : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam angka
|

Tabel 3.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Capaian dan Target Tahun 2017-2023

TAHUN PERSEN

2017 6,34

2018 4,54

2019 4,59

2020 4,39

2021 4,60

2022 4,16 -3,74
2023

Dalam Rangka Percepatan penanganan Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) yang telah ditetapkan sebagai

pandemi global oleh World Health Organization (WHO), maka

melakukan langkah-langkah percepatan Penanganan di Tahun

|
i
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga

2021 yaitu :

a. Penanganan kesehatan, melalui :

Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa
barang pelindung diri warga, barang pelindung diri
komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas
medis seperti Masker, hand sanitizer, Alat Pelindung
Diri (APD) dan sarung tangan karet serta penyediaan
sarana dan prasarana kesehatan lainnya;
Penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain
kamar isolasi tempat tidur pasien, rapid test kit,
ventilator dan alat uji deteksi covid 19 serta
penyediaan saran fasilitas kesehatan lainnya;
Pemberian Insentif bagi tenaga kesehatan, tenaga
penyidik korban covid 19, tenaga relawan, dan
tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan
Covid 19;

Penyemprotan Disinfektan.
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b. Penanganan Dampak Ekonomi, melalui pengadaan
bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka
menjaga ketahanan pangan di daerah.

c. Penyediaan Jaring pengaman sosial melalui pemberian
hibah/bansos dalam bentuk uang dan barang berupa
beras, gula pasir, minyak goreng, telur dan garam ber

yodium.

Grafik 3.2
Realisasi Penggunaan Anggaran APBD Kab. Bolsel
Dalam rangka penanganan Covid-19 Tahun 2021

45.000,000.000  41:983.456.079

35,000,000,000

30,000,000,000 - Y 5 B Penanganan kesehatan
26000000000 1 Penyediaan Jaring pengaman
20,000,000,000 ~ [l 16,167,019,455 sosial

15,000,000.000 E * Penanganan Dampak Ekonomi
10,000,000,000 -

3,998,674,250

Sumber data : Badan Keuangan Daerah, 2021

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 Prioritas Kebijakan
selain diarahkan untuk percepatan penanganan Covid 19,
pelaksanaan Kebijakan Daerah diarahkan dalam rangka
Pembangunan dan pemulihan Ekonomi melalui ketahanan
pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat dan dunia
usaha, kebutuhan penciptaan lapangan kerja baru yang tinggi
ditengah terbatasnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing,
kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk
memanfaatkan peluang usaha, pemulihan daya beli

masyarakat dan Pemulihan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
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3.2

Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Mongondow
Selatan bertumpu pada dua elemen pokok, yaitu anggaran
pendapatan dan Dbelanja daerah Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan yang merupakan wujud pengelolaan
keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja dan
pembiayaan, sehingga arah kebijakan keuangan daerah
berpedoman pada rencana jangka menengah dalam rangka
mewujudkan visi misi. Kebijakan keuangan daerah di
laksanakan dengan mengoptimalkan peningkatan penerimaan
Pendapatan Asli Daerah serta meningkatkan akselerasi
aktivitas ekonomi dengan memfasilitasi kegiatan ekonomi yang
memprioritaskan pada sektor yang memiliki tingkat
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja yang
tinggi.

Berdasarkan pada asumsi-asumsi tersebut di atas, maka
untuk meningkatkan sumber penerimaan daerah yang
mengacu pada :

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah melalui
perluasan obyek pajak yang tidak bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola
dan koordinasi antara Perangkat Daerah terkait;

3. Penataan performance budgeting melalui penataan sistem
penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang
berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja secara
efisien, efektif dan berkesinambungan;

4. Pengkajian ulang Peraturan Daerah yang tidak sesuai lagi
dengan kondisi daerah, dan penyusunan kembali
Peraturan Daerah dalam kerangka peningkatan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tingkat kemandirian Daerah kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan berdasarkan Jumlah pendapatan dapat
dilihat pada Grafik berikut :
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Grafik 3.3

Realisasi Jumlah Pendapatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2019-2021
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Adapun Rincian jenis pendapatan daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada Grafik berikut :

Grafik 3.4

Realisasi Jenis Pendapatan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2020-2021
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Presentase tingkat kemandirian daerah Kabupaten

Bolaang Mongondow Selatan dapat dilihat pada grafik berikut:
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Grafik 3.5
Persentase Tingkat Kemandirian Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2020 s/d 2021
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Sumber Data : Badan Keuangan Daerah, 2021

Berdasarkan grafik diatas menjelaskan bahwa tingkat
kemandirian Daerah menunjukan kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan memiliki tingkat ketergantungan yang
begitu besar terhadap Pendapatan Transfer yang bersumber
dimana tahun 2020 berada pada angka 85,94 Persen dan pada
tahun 2021 berada pada angka persen.

Menyikapi hal tersebut diatas Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan telah menyiapkan sejumlah beberapa
kebijakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap Dana
Transfer APBN antara lain :

1. Melakukan intensifikasi Pajak Daerah  dengan
melanjutkan dan memperbaiki program inovasi yang
telah dilakukan/dicanangkan serta menggali inovasi baru
dalam intensifikasi pajak daerah, melalui :

- Pengembangan Pariwisata melalui peningkatan

Infrastruktur, sarana dan Prasarana Pariwisata

untuk meningkatkan Jumlah kunjungan wisatawan
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di Daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli

Daerah melalui retribusi tempat Usaha;

dalam
Ikan

- Peningkatan hasil Perikanan rangka

penggerakan tempat pelelangan untuk
meningkatkan retribusi;

- Pengembangan infrastruktur, sarana dan prasarana
Pasar untuk meningkatkan retribusi pelayanan

pasar.

2. Peningkatan kapasitas serta kapabilitas SDM dengan
mengikutsertakan pegawai pengelola Pajak Daerah dalam

guna

perpajakan yang bersertifikasi.

3. Melakukan Pendataan ulang Wajib Pajak/Objek Pajak,

pelatihan ketersediaan  tenaga  fungsional

pemutakhiran serta pemeliharaan data Wajib Pajak dan
peningkatan performance sistem pengelolaan database
Wajib Pajak Daerah.

4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
didukung
perpajakan/retribusi

administrasi
yang dalam
pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melalui

dengan sistem

jelas, rangka

pemanfaatan teknologi informasi.

5. Perluasan sumber-sumber penerimaan daerah

(Ekstensifikasi) yang sesuai dengan kewenangan yang

diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Tabel 3.11
Realisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2020-2021

593.218.349.611,00

1 Pendapatan 618.544.953.635,30
1.1 Pendapatan Asli 12.152.877.128,00 12.932.184.404,30
Daerah (PAD)

1:.1.1

Pendapatan Pajak
Daerah

4.627.599.666,00

4.134.069.207,00

1.1.2

Pendapatan Retribusi
Daerah

2.409.981.430,00

2.424.316.352,00
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Pendapatan Hasil
Pengelolaan Kekayaan

REALISASI

TAHUN 2020
354.053.346,00

TAHUN 2021
408.003.932,00

Daerah yang
Dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD Yang 4.761.242.686,00 5.965.794.596,30
Sah
1.2 Pendapatan Transfer 509.816.532.483,00 | 592.899.190.784,00
1.2.1 Pendapatan Transfer 472.613.723.348,00 | 576.705.820.534,00
Pemerintah Pusat
1.2.2 Pendapatan Transfer 28.717.447.000,00
Pemerintah Pusat —
Lainnya
Pendapatan Transfer 16.193.370.250,00
Antar Daerah
1.2.3 Pendapatan Transfer 8.235.362.135,00
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.2.4 Bantuan Keuangan 250.000.000,00
1.3 Lain-Lain Pendapatan 71.248.940.000,00 12.713.736.264,00
Daerah yang Sah
1.3.1 Pendapatan Hibah 466.880.000,00
1.3.2 Pendapatan Lainnya 70.782.060.000,00

Lain-lain pendapatan
sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan

12.713.736.264,00

2 Belanja 479.529.508.019,00 | 565.546.802.191,00

2.1 Belanja Operasi 356.213.189.603,00 | 340.795.513.694,00

2.1.1 Belanja Pegawali 169.468.082.851,00 | 177.067.093.919,00

2.1.2 Belanja Barang dan 145.159.939.805,00 | 151.722.010.775,00
Jasa

2.1.3 Belanja Hibah 34.899.509.847,00 5.960.887.200,00

2.1.4 Belanja Bantuan Sosial 6.685.657.100,00 6.045.521.800,00

2.2 Belanja Modal 102.604.837.943,00 | 112.561.614.860,00

2.2.1 Belanja Modal Tanah 87.521.500,00 2.173.570.500,00

2.2.2 Belanja Modal 20.467.524.357,00 31.459.683.505,00
Peralatan dan Mesin

2.2.3 Belanja Modal Gedung 38.764.665.379,00 39.952.355.315,00
dan Bangunan

2.2.4 Belanja Modal Jalan, 42.564.546.818,00 38.238.220.540,00
Irigasi dan Jaringan

2.2.5 Belanja Modal Aset 720.579.889,00 737.785.000,00
Tetap Lainnya

2.3 Belanja tak terduga 20.711.480.473,00 910.502.806,00

2.3.1 Belanja tak terduga 20.711.480.473,00 910.502.806,00

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 131




REALISASI

i il TAHUN 2020 TAHUN 2021

2.4 Transfer 111.237.399.451,00 | 111.279.170.831,00

2.4.1 Transfer Bagi Hasil 465.118.451,00 569.335.831,00
Pendapatan

2.4.1.1 | Transfer bagi Hasil 465.118.451,00 569.335.831,00
Pajak Daerah

2.4.2 Transfer Bantuan 110.772.281.000,00 | 110.709.835.000,00
Keuangan

2.4.2.1 | Transfer Bantuan 0,00 0,00
Keuangan ke
Pemerintah Daerah
Lainnya

2.4.2.2 | Transfer Bantuan 110.772.281.000,00 | 110.709.835.000,00
Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan 0,00 0,00
Keuangan Lainnya
SURPLUS / (DEFISIT) 2.451.442.141,00 52.998.151.444,30

4, Pembiayaan

4.1 Penerimaan 29.417.521.194,47 29.533.818.191,87
Pembiayaan

4.1.1 Penggunaan SILPA 29.417.521.194,47 29.533.818.191,87
Pembiayaan Neto 29.417.521.194,47 29.533.818.191,87

Tabel 3.12

Target dan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2022-2023

TAHUN BERJALAN PROYEKSI TAHUN

2022 2023
(3) (4)
4 PENDAPATAN
DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI 9.337.879.667 9,337,879,667
DAERAH (PAD)
4.1.01 | Pajak Daerah 5.025.086.647 5,025,086,647
4.1.02 | Retribusi Daerah 1.906.340.500 1,906,340,500
4.1.03 | Hasil Pengelolaan 371.756.013 371,756,013
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
4.1.04 | Lain-lain PAD yang 2.034.696.507 2.034.696.507
Sah
4.2 PENDAPATAN 524.989.142.582 524.645.612.582
TRANSFER
4.2.01 | Pendapatan Transfer 514.768.019.789 514,424,489,789
Pemerintah Pusat
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TAHUN BERJALAN

PROYEKSI TAHUN

2022 2023
(3) (4)
4.2.02 | Pendapatan Transfer 10.221.122.793 10,221,122,793
Antar Daerah
4.3 LAIN-LAIN 3.593.894.671 13.937.424.671
PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH
4.3.03 | Lain-lain Pendapatan 3.593.894.671 13.937.424.671
Sesuai dengan
Ketentuan Peraturan
Perundang-
Undangan
Jumlah Pendapatan 537.920.916.920 547.920.916.920
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 367.742.550.041 375.015.212.839
5.1.01 | Belanja Pegawai 196.833.816.966 196.025.289.786
5.1.02 | Belanja Barang dan 153.143.570.364 170.253.548.804
Jasa
5.1.05 | Belanja Hibah 13.697.569.961 4.182.557.134
5.1.06 | Belanja Bantuan 4.067.592.750 4.553.817.115
Sosial
5.2 BELANJA MODAL 69.854.638.291 84.119.123.473
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 500.000.050 100.000.000
5.2.02 | Belanja Modal 19.304.505.212 18.180.857.202
Peralatan dan Mesin
5.2.03 | Belanja Modal 11.313.533.537 22.692.446.590
Gedung dan
Bangunan
5.2.04 | Belanja Modal Jalan, 38.107.597.716 42.331.768.891
Irigasi dan Jaringan
5.2.05 | Belanja Modal Aset 150.000.510 814.050.790
Tetap Lainnya
5.3 Belanja Tak 6.352.500.000 2.918.918.408
Terduga
5.3.01 | Belanja Tak Terduga 6.352.500.000 2.918.918.408
5.4 Belanja Transfer 98.940.805.374 98.367.662.200
5.4.01 | Transfer Bagi Hasil 568.143.174 -
5.4.02 | Transfer Bantuan 98.372.662.200 98.367.662.200
Keuangan
Jumlah Belanja 560.420.916.920
Total (12.500.000.000)
Surplus/(Defisit)
6 PEMBIAYAAN
6.1 PENERIMAAN 20.000.000.000
PEMBIAYAAN
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TAHUN BERJALAN

PROYEKSI TAHUN

2022 2023
(3) (4)
6.1.01 | Sisa Lebih 20.000.000.000
Perhitungan
Anggaran Tahun
Sebelumnya
Jumlah 20.000.000.000
Penerimaan
Pembiayaan
6.2 PENGELUARAN 7.500.000.000
PEMBIAYAAN
6.2.01 | Pembentukan Dana 7.500.000.000
Cadangan
Jumlah 7.500.000.000
Pengeluaran
Pembiayaan
Pembiayaan Netto 12.500.000.000
Sisa Lebih 0
Pembiayaan
Anggaran Daerah
Tahun Berkenan
TOTAL APBD 567.920.916.920
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BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 disusun dengan
memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2023. Sebagaimana diamanatkan
dalam peraturan tersebut, penyusunan RKPD Tahun 2023
berpedoman pada RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2005-2025, mempertimbangkan visi, misi dan
program kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang dalam
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, serta
memperhatikan RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi
Utara Tahun 2023.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2021-2026, adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
YANG BERSATU, BERDAULAT, MANDIRI, SEJAHTERA DAN
BERKEPRIBADIAN DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG YANG
BERDASARKAN PANCASILA”

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2021-2026 memiliki makna sebagai berikut:

Bersatu: Adalah semangat penyelenggara pemerintahan daerah
dalam mengatur, melayani, membangun dan
memberdayakan masyarakat. Bersatu juga
mencerminkan motivasi masyarakat Kabupaten
Bolaang Mongondow Selatan dalam memfasilitasi
hubungan masyarakat dan pemerintah daerah serta
mengontrol pemerintah daerah dalam menjalankan
tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya.
Bersatunya pemerintah daerah, politisi, masyarakat

dan elemen pemangku kepentingan lainnya
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ditunjukkan dari percepatan terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik dengan peningkatan Indeks
reformasi birokrasi, terpelihara kerukunan antar umat
beragama serta terjaganya ketenteraman dan
ketertiban umum seluruh wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan.

Berdaulat: adalah penyelenggara pemerintahan daerah dan
masyarakat Bolaang Mongondow Selatan
bertanggungjawab dan berkuasa penuh untuk
membangun, mengatur dan mengurus kepentingan
daerah sendiri menurut kemampuan dan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan wilayah.
Pembangunan wilayah dilakukan dengan pemerataan
dan percepatan pembangunan infrastruktur baik
ekonomi dan sosial. Berdaulat diukur terpenuhinya
akses masyarakat terhadap infrastruktur dan
kepuasan masyarakat Bolaang Mongondow Selatan
terhadap layanan infrastruktur serta meningkatnya
kemajuan dan kemandirian desa yang tercermin dari

peningkatan Indeks Desa Membangun.

Mandiri: adalah suatu kondisi yang mencirikan kemampuan
daerah untuk berdiri dengan kekuatan dan
kemampuan sendiri sesuai dengan semangat otonomi
daerah. Memaksimalkan semua potensi keunggulan
daerah yang dikelola lebih optimal, sehingga lebih
produktif dan kontributif dalam mengurangi
ketergantungan daerah. Produksi dan produktivitas
daerah terus dioptimalkan secara berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan. Mandiri terukur dari
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dan
pemerataan pendapatan, serta tingkat Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup Daerah yang baik.

RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023 136



Sejahtera: Tujuan akhir dari penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan adalah untuk kesejahteraan
masyarakat. Kesejahteraan ditunjukkan dengan
kemampuan  pemerintah = Kabupaten  Bolaang
Mongondow Selatan menurunkan angka kemiskinan,
pengangguran serta penanggulangan penyandang
masalah kesejahteraan sosial, sumber daya manusia
yang berkualitas, sehat dan memiliki daya saing serta
mampu beradaptasi dengan kebiasaan baru pasca

pandemi COVID-19.

Berkepribadian: sebagai pembangunan Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan yang memiliki keunggulan yang
berbasis kearifan lokal dengan menumbuhkan
kembali seni dan kebudayaan asli daerah sebagai
landasan pembentukan jati diri dan kepribadian
masyarakat yang agamis, toleran, harmonis dan
saling menghormati. Berkepribadian terukur dalam
hal ini tercermin dari tingkat kerukunan umat

beragama Dan Indeks Pembangunan Kebudayaan.

Visi tersebut diwujudkan melalui misi yang akan

dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan, baik oleh

penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat, sebagai

berikut:

1.

Meningkatkan Nilai-Nilai Religius Dan  Bersatu
Memelihara Toleransi Antar Umat Beragama Yang

Berkearifan Lokal Berdasarkan Pancasila

2. Pembangunan Kewilayahan Yang Berdaulat

3. Meningkatkan Kapasitas Ekonomi Untuk Kesejahteraan

Masyarakat Yang Mandiri Dan Berwawasan Lingkungan

. Meningkatkan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi

Informasi dan Inovasi Melalui Tata Kelola Pemerintahan
Yang Baik Dan Bersih
Meningkatkankan Sumber Daya Manusia Yang

Berkepribadian Dan Berbudaya Serta Berdaya Saing
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4.1.

Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan rumusan strategis yang

menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan

menjadi

dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan

daerah dalam RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Tahun 2023 secara keseluruhan sebagaimana disajikan dalam
Tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1

Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Misi

Meningkatkan Nilai-Nilai

Religius dan Bersatu
Memelihara Toleransi
Antar Umat Beragama
yang Berkearifan Lokal

Berdasarkan Pancasila

Meningkatkan
Pembangunan
Kewilayahan yang

Berdaulat

Tujuan

Masyarakat Bolaang
Mongondow Selatan
yang semakin
religius, toleran antar
sesama umat
beragama serta
terciptanya ketertiban

dan ketenteraman

Meningkatkan
kualitas infrastruktur
dalam menjamin
pembangunan yang

berkelanjutan

Meningkatnya
pembangunan
wilayah dalam
mewujudkan

kemajuan dan

kemandirian desa

Sasaran

Terciptanya toleransi

beragama

Stabilnya politik dan
meningkatnya ketenteraman,
ketertiban umum dan

perlindungan masyarakat

Meningkatnya semangat
gotong royong dalam
kehidupan bermasyarakat

Terbangunnya Infrastruktur
penunjang perekonomian
Daerah

Meningkatnya penyediaan
infrastruktur sosial secara

merata dan berkualitas

Meningkatnya kemajuan dan

kemandirian desa
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Misi
Meningkatkan
Kapasitas Ekonomi
Untuk Kesejahteraan
Masyarakat yang
Mandiri dan

Berwawasan

Lingkungan

Meningkatkan
Pelayanan Publik
Berbasis Teknologi
Informasi dan Inovasi
Melalui Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
dan Bersih

Meningkatkan Sumber
Daya Manusia Yang
Berkepribadian dan
Berbudaya Serta
Berdaya Saing

Tujuan

Menurunnya angka

kemiskinan

Stabilitas

ekonomi daerah yang
berkualitas, menyebar,
dan inklusif berbasis

potensi unggulan

Meningkatkan
kualitas lingkungan
hidup dalam
menjamin
pembangunan
berkelanjutan

Terwujudnya tata

kelola pemerintahan

yang baik dan bersih
(good governance and

clean government)

Terwujudnya sumber
daya manusia
Bolaang Mongondow
Selatan yang semakin
berkualitas dan

berdaya saing

Sasaran

Menurunnya tingkat

pengangguran

Meningkatkan ketahanan
pangan daerah

Meningkatnya kemandirian
PMKS

Meningkatnya pertumbuhan

ekonomi sektor unggulan

Meningkatnya realisasi PMDN

Meningkatnya kualitas air,
udara, serta tutupan lahan

Meningkatnya akuntabilitas
kinerja pemerintahan dan
kualitas layanan publik

Meningkatnya aksesibilitas
dan kualitas pendidikan

masyarakat

Meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat

Pelestarian budaya dan
karakter melalui prestasi
pemuda dalam pembangunan
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Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan tahun 2023 didasarkan pada arah
kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2021-2026 periode ke dua. RKPD
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2023
disandarkan pada pedoman RPJPD Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan tahun 2005-2025, yang dirancang
berdasarkan penyelaran antara arah kebijakan umum nasional
yang terdapat dalam RPJMN 2020-2024 dan arah kebijakan
Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD Provinsi
Sulawesi Utara Tahun 2021-2026. Berikut ini merupakan
penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam

merencanakan pembagunan Kabupaten Bolaang Mongondow

Selatan tahun 2023.

Tabel 4.2

Keselarasan Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah Nasional,
Provinsi Sulawesi Utara
dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Nasional

Mempercepat
pemulihan dampak
pandemi COVID-19
dengan
mengadopsi cara-
cara baru dan
pengembangan
sumber
pertumbuhan baru
seiring pergeseran
preferensi
permintaan dan
gaya hidup sehat
dan berkelanjutan

Provinsi Sulawesi
Utara

Meningkatkan
kualitas tata kelola
pelayanan dasar,
daya saing, serta
kemandirian daerah,

Kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan
Percepatan dan
penguatan pelaksanaan
pelayanan dasar
meliputi peningkatan
kualitas SDM berupa
akses dan kualitas
layanan kesehatan dan
penurunan prevalensi
stunting, pendidikan
dengan fokus pada
pemberantasan buta
huruf dan Membangun
sistem pendidikan
berbasis boarding
school; Pemenuhan
pelayanan dasar publik
dan tata kelola
kecamatan dan
pembangunan desa
secara terintegrasi
dengan membangun
sistem pelayanan satu
data
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Nasional

Provinsi Sulawesi

Kabupaten Bolaang

Mempercepat
transformasi sosial
ekonomi untuk
meningkatkan
rantai produksi
serta rantai nilai
daerah

Mempercepat
optimalisasi

keunggulan
kompetitif wilayah

Utara

Meningkatkan sinergi

pemanfaatan ruang
wilayah

Meningkatkan
keunggulan kompetitif
pusat-pusat
pertumbuhan
wilayah, melalui
strategi pembangunan

Mongondow Selatan
Otonomi daerah
dilakukan dengan
peningkatan kapasitas
pemerintah daerah
(kelembagaan, aparatur
dan keuangan daerah),
penerapan SPM,
peningkatan kerja
sama daerah otonom
(Bolaang Mongondow,
Bolaang Mongondow
Utara dan Bolaang
Mongondow Timur dan
Bone Bolango),
kemudahan perizinan

investasi.

Akselerasi
pertumbuhan ekonomi
dilakukan dengan
fokus pada

pengembangan produk
lokal berbasis komoditi

unggulan dengan
memanfaatkan
teknologi digital
khususnya untuk
bidang perkebunan,
perikanan dan
pariwisata
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Nasional

Provinsi Sulawesi

Utara

Kabupaten Bolaang

Mempercepat
pemerataan
kualitas
antarwilayah.

hidup

- Meningkatkan
pemerataan antar
wilayah daratan dan
kepulauan, maupun
daerah pesisir dan
pegunungan

* Penguatan

Mongondow Selatan

dan
pengembangan peran

kecamatan  sebagai
sebagai pusat data
dan informasi,
pemberdayaan  dan
pengembangan

ekonomi lokal

Pembangunan desa

meliputi peningkatan
aparatur desa untuk

peningkatan tata
kelola pemerintahan,
pemanfaatan dana
desa untuk
mendorong sektor-

sektor produktif dan
tata kelola aset desa.
Selain itu juga
peningkatan peran
BUMDes dan BUMD.

Berdasarkan arah kebijakan seperti diuraikan dalam

Tabel diatas, Tujuan dan Sasaran daerah, indikator sasaran,

dan target selanjutnya dijabarkan sebagaimana Tabel 4.3

berikut sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Bolaang Mongodow Selatan Tahun 2022-2024.

Tabel 4.3

Tujuan, Sasaran daerah, indikator sasaran Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2023

Sasaran

Indikator

Kinerja

Meningkatkan Masyarakat Indeks

Nilai-Nilai Bolaang Kerukunan Poin

Religius dan Mongondow beragama

Bersatu Selatan yang Terciptanya

Memelihara semalkin toleransi Indeks Toleransi Poin

Toleransi religius, beragama

Antar Umat toleran antar : -

Beragama yang sesama umat Stabilnya politik  Indeks Rasa Poin

Berkearifan beragama dan . SAEIET

Lokal serta meningkatnya Indeks Risiko :

Berdasarkan terciptanya ketenteraman, Bencana Poin

Pancasila ketertiban dan <etertiban

ketenteraman UMUM dan Indeks .
perlindungan o A — Poin
masyarakat
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Meningkatkan Meningkatkan

Pembangunan kualitas

Kewilayahan

yang
Berdaulat

infrastruktur
dalam
menjamin
pembangunan
yang
berkelanjutan

Meningkatnya
pembangunan
wilayah dalam
mewujudkan
kemajuan dan
kemandirian
desa

Sasaran

Meningkatnya

semangat gotong

royong dalam
kehidupan
bermasyarakat

Terbangunnya
Infrastruktur
penunjang
perekonomian
Daerah

Meningkatnya
penyediaan
infrastruktur
sosial secara
merata dan
berkualitas

Meningkatnya
kemajuan dan
kemandirian
desa

Indikator

Kinerja

Indeks Gotong
Royong

Indeks
Kepuasan
Layanan
Infrastruktur

Rasio
Konektivitas

Indeks
Aksesbilitias
Jalan

Indeks
Pembangunan
Teknologi
Informasi Dan
Komunikasi

Persentase
Rumah Layak
Huni

Cakupan
Layanan Air
Bersih

Persentase
Rumah Tangga
Bersanitasi

Indeks Desa

Membangun
(IDM)

Persentase desa
berkembang
menjadi maju

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Persen

Persen

Persen

Poin

Persen
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Indikator
Sasaran i % Satuan
Kinerja

Meningkatkan Menurunnya

Kapasitas angka
Ek i Untul kemi
onomi Untul kemiskinan Pothai
Kesejahteraan 11,84-
Penduduk Persen
Masyarakat Miskin 10,96
yang Mandiri
dan Berwawasa
Lingkungan
Menurunnya Tingkat
. 3,95 -
tingkat Pengangguran Persen 357
pengangguran Terbuka (TPT) ’
Meningkatkan Indeks
ketahanan pangan Ketahanan Poin 84,50
daerah Pangan
Meningkatnya
kemandirian PMKS Mandiri Persen 35
PMKS
Stabilitas
ekonomi
daerah yang
l:::nyebat:s ;lan s . e TR
’
inklusif Ekonomi 6,74
berbasis
potensi
unggulan
Indeks Gini Poin 0,33-0,32
35.429.
Pendapatan Per 363,94-
Kapita e aenee
873,75
Meningkatnya Persentase
pertumbuhan Pertumbuhan
ekonomi sektor Sektor Pertanian, - — 38,76
unggulan Kehutanan Dan
Perkebunan
Dalam PDRB
Kontribusi
Pariwisata Persen 11,31
Terhadap PDRB
Kontribusi
Sektor
Perindustrian Persen 1,00
Terhadap PDRB
Kontribusi
skstor Persen 8,33
Perdagangan

Terhadap PDRB
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Meningkatka
n Pelayanan
Publik
Berbasis
Teknologi
Informasi dan
Inovasi
Melalui Tata
Kelola
Pemerintahan

yang Baik
dan Bersih

Meningkatka
n Sumber
Daya Manusia
Yang
Berkepribadia
n dan
Berbudaya
Serta Berdaya
Saing

Meningkatkan
kualitas
lingkungan
hidup dalam
menjamin
pembangunan
berkelanjutan

Terwujudnya
tata kelola
pemerintahan

yang baik dan
bersih (good
governance
and clean
government)

Terwujudnya
sumber daya
manusia
Bolaang
Mongondow
Selatan yang
semakin
berkualitas
dan berdaya
saing

Sasaran

Meningkatnya
realisasi PMDN

Meningkatnya
kualitas air,
udara, serta
tutupan lahan

Meningkatnya
akuntabilitas
kinerja
pemerintahan
dan kualitas
layanan publik

Meningkatnya
aksesibilitas dan
kualitas
pendidikan
masyarakat

Meningkatnya
derajat
kesehatan
masyarakat

Indikator
Kinerja

Persentase
Pertumbuhan
UKM Terhadap
UMKM

Pertumbuhan
Investasi

Indeks Kualitas
Lingkungan
Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas
Air

Indeks Kualitas
Udara

Indeks Kualitas
Lahan

Indeks
Reformasi
Birokrasi

Nilai SAKIP

Opini BPK
terhadap LKPD

Nilai LPPD

Indeks
Kepuasan
Masyarakat
(IKM)

Indeks
Pembangunan
Manusia (IPM)

Indeks
Pendidikan

Angka Harapan
Hidup

Prevalensi
Stunting

Persen

Persen

Poin

Poin

Poin

Poin

Poin

Peringk
at

Opini

Poin /P
eringka

Peringk
at

Angka

Persen

Tahun

Persen
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Indikator

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan
Perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bolaang

Mongondow Selatan tidak dapat terlepas dari arah dan

Sasaran 7 : Satuan
Kinerja
Indeks
Pembangunan Persen 96,5
Gender (IPG)
Indeks
Pemberdayaan Persen 72,5
Gender (IDG)
Kabupaten Peringk
Layak Anak at Riamuia
Pelestarian
kol 67 s . Indeks
karakter melalui . .
. Pemajuan Poin 58,01
prestasi pemuda Kebadavasi
dalam ¥
pembangunan
Tabel 4.4 |
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan
Kabuapetn Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2023
No Indikator RKP RKPD Provinsi RKPD Kab
Nasional Sulawesi Utara Bolsel
1 Pertumbuhan 5,3-5,9 5,0-5,7 4,50 - 6,74
Ekonomi (%) . _
2 Tingkat 5,3-6,0 6,0 -6,5 3,95 - 3,57
Pengangguran
Terbuka (%) |
3 IPM 73,29-73,35 73 | 65,73 - 66,66
4 Kemiskinan 7,5-8,5 5,93 11,84-10,96
S Rasio Gina (nilai) - 0,375-73,35 0,37 0,33-0,32
6 Penurnan Emisi 27,02 - -
GRK (%)

kebijakan perencanaan pembangunan pusat dan provinsi.
Perencanaan pembangunan daerah kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan merupakan penjabaran pelaksanaan

pembangunan provinsi dan pusat.
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Berdasarkan arahan yang disampaikan Presiden terdapat
S5 (lima) Fokus Kerja Presiden sebagai berikut:
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM);
Pembangunan infrastruktur;
Penyederhanaan regulasi;

Penyederhanaan birokrasi; dan

woR W N

Transformasi ekonomi.

RPJMN Tahun 2020-2024 menetapkan 7 (tujuh) agenda

pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan;

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
dan menjamin pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan
berdaya saing;

Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung
pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan
bencana dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi
pelayanan publik.

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 (RKP 2023)
merupakan RKP tahun keempat dari pelaksanaan RPJMN 2020-
2024. Dalam rangka merespon kondisi saat ini dimana sedang
terjadi bencana Global Pandemi Covid-19, Pemerintah Pusat
menyampaikan Arah Pembangunan Nasional Tahun 2023
melalui tema yaitu Peningkatan Produktivitas Untuk
Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan masuk
dalam tahap keempat sasaran pembangunan jangka panjang
dalam RPJPD Kabuapten Bolaang Mongondow Selatan yaitu
Pemantapan Pembangunan Masyarakat Yang Sejahtera Secara
Ekonomi Dan Harmoni Sosial Dan Berorientasi Pada Kelestarian

Lingkungan.
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Dengan  berpedoman pada arah  pembangunan

berdasarkan RPJPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan Tahun 2021- 2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun
2021-2022, Rancangan RKP Tahun 2023, Rancangan Awal
RKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, permasalahan di
Bolaang Mongondow Selatan, kerangka ekonomi daerah dan
pendanaan, serta menyesuaikan terhadap tema Pembangunan
Nasional dan Tema Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara,
maka indikasi tema pembangunan Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan Tahun 2023 adalah “peningkatan daya
saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi
berbasis potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta
SDM yang berkualitas”.

Gambar 4.1
Tema/Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2021-2026

Pomulitan okonomidan | _Peningkatan daya . Peningkatan Peningkatan Peningkatan

reformasl struktural melalui \ saing daerah dengan ’ kesejahteraan kemandirian dengan kedaulatan,
penguatan ketahanan sosial, " memperkuat ;  masyarakat dengan ketahanan ekonomi, kemandirian dan
ketahanan pangan dan . _Xetahanan ekonomi . pemerataan sosial dan melalui
peningkatan daya . berbasis potensi lokal ! pembangunan yang ketahanan ekonomi,
infrastruktur, dan pemerataan berketanjutan sosial dan lingkungan.
infrastruktur serta

Penjelasan tema pembangunan untuk tahun 2023 adalah
capaian pembangunan pada tahun kedua pembangunan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yaitu peningkatan daya
saing daerah dengan memperkuat ketahanan ekonomi berbasis
potensi lokal dan pemerataan infrastruktur serta SDM yang
berkualitas. Peningkatan daya saing daerah dalam hal
dilakukan dengan program-program diarahkan antara lain:

a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;

b. Percepatan peningkatan kualitas dan daya saing SDM;

c. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dan
teknologi mulai dari desa seluruh kecamatan,;

d. Pengelolaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan,

serta mitigasi bencana;
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e. Peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi;

Pemantapan tata kelola pemerintahan dan ketertiban dan

keamanan.

Peningkatan daya saing daerah dilakukan memperkuat
ketahanan ekonomi berbasis potensi lokal melalui lingkungan
usaha produktif merupakan indikator dasar sebagai prasyarat
dalam menumbuhkan daya saing daerah. Indikator yang
umumnya dipakai untuk menunjukkan lingkungan wusaha
produktif adalah  prosentase penduduk  berdasarkan
pendidikan, tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, serta
jumlah masyarakat yang melanggan listrik. Perekonomian
daerah menunjukkan potensi ekonomi lokal dan struktur
ekonomi suatu daerah dan merupakan pertimbangan penting
dalam mendukung daya saing daerah.

Selain itu, salah satu pilar ukuran meningkatnya
ketahanan perekonomian daerah adalah realisasi investasi
daerah. Investasi dapat berupa investasi dari masyarakat lokal
atau investor dari luar daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan.

Ketenagakerjaan memiliki peran yang penting dalam
mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam wupaya
peningkatan daya saing daerah. Dalam aktivitas produksi
barang/jasa, keberadaan tenaga Kkerja memegang peranan
penting terhadap keberhasilan proses produksi tersebut.
Ketersediaan infrastruktur yang memadai dapat menciptakan
iklim ekonomi yang dinamis. Oleh sebab itu peningkatan
sarana-prasarana daerah baik sebagai penunjang atau
pendukung aktivitas usaha menjadi sangat perlu untuk
dikembangkan dan tingkatkan nilai kegunaannya.

Ketersediaan dan  kualitas infrastruktur sangat
mempengaruhi kelancaran kegiatan usaha di daerah. Semakin
besar skala wusaha, maka kebutuhan akan ketersediaan
infrastruktur juga semakin besar sehingga dibutuhkan
kesinambungan untuk menjaga ketersediaan dan Kkualitas
infrastruktur  tersebut. Terkait dengan kualitas dan

ketersediaan infrastruktur yang dapat mendukung peningkatan
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daya saing di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, salah
satunya yakni jalan. Ketersediaan jalan sebagai sarana
mobilitas dan trasnportasi yang menghubungkan antara daerah
sangat penting peranannya baik dari sisi kualitas maupun
kuantitas.

Dalam pelaksanaannya, penentuan proritas

pembangunan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan juga

mempertimbangkan kebijakan nasional dan Provinsi Sulawesi
Utara, demi terlaksananya keserasian dan sinergitas antara
pembangunan pusat dan daerah. Hal ini dilakukan demi
tercapai harmonisasi dan sinkronisasi capaian dan sesaran
pembangunan untuk semua dan dapat memberikan dampak
outcome bagi perekonomian daerah, regional bahkan nasional.
Adapun Keselarasan tema pembangunan pada RKPD tahu
2023, dari tingkat nasional, Provinsi Sulawesi Utara dan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Keselarasan Tema RKP Nasional, RKPD Provinsi Sulawesi Utara
dan RKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

RKP Nasional RKPD Provinsi RKPD Kab.Bolaang
Sulawesi Utara Mongondow Selatan
Peninglaisn Menin_gkatkan Daya ?eningkatan Daya
v s Saing Daerah Saing Daerah Dengan
Produktivitas ;
Untuk melalui Memperkuat
Tr I} . Pembangunan SDM Ketahanan Ekonomi
Ekans OI.maSI dan infrastruktur Berbasis Potensi Lokal
onomw yansg yang berkualitas dan Dan Pemerataan
Inklusif dan
S — berwawasan Infrastruktur Serta
criccilaniu lingkungan SDM Yang Berkualitas

Berdasarkan Tema Nasional, 7 (tujuh) agenda
pembangunan nasional dan 5 (lima) fokus kerja presiden
tersebut, arahan tema/fokus pembangunan Pemerintah Provinsi
Sulawesi Utara, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan kemudian menetapkan 11 (sebelas) prioritas
pembangunan untuk mencapai sasaran pembangunan
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Tersebut yaitu:

1. Program Peningkatan Mutu dan Kualitas Pendidikan
2. Program Pelayanan Kesehatan

3. Program Peningkatan Sektor Pertanian
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Progran Peningkatan Sektor Pariwisata

Program Peningkatan Sektor Perikanan dan Kelautan
Program Peningkatan Sektor UMKM

Program Pembangunan Infrastruktur

Program Perlindungan Sosial

e e N @k

Program Pelestarian Lingkungan Hidup
10. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Adapun keselarasan antara agenda pembangunan
Nasional, prioritas Provinsi Sulawesi Utara dan prioritas Bolaang

Mongondow Selatan adalah sebagai berikut

Tabel 4.6
Keselarasan Antara Agenda Pembangunan Nasional, Prioritas
Provinsi Sulawesi Utara
Dan Prioritas Bolaang Mongondow Selatan

Prioritas Nasional Prioritas Provinsi Sulawesi Prioritas Kabupaten
RPJMN 2020-2024 Utara Bolaang Mongondow

RPJMD 2021-2026 Selatan
RPJMD 2021-2026

Memperkuat . Pemulihan ekonomi dan . Peningkatan Sektor
ketahanan ekonomi Reformasi sosial dampak Pertanian
untuk pertumbuhan Pandemi COVID-19. 2. Peningkatan Sektor
yang berkualitas dan 2. Melanjutkan dan Perikanan dan
berkeadilan; meningkatkan kualitas sektor Kelautan
pariwisata yang terbukti 3. Peningkatan Sektor
berhasil dan jadi role model Pariwisata
nasional, serta dukungan bagi 4. Peningkatan Sektor
UMKM, ekonomi kreatif, UMKM
pelaku usaha dan sektor riil. 5. Peningkatan
3. Percepatan pengembangan Ketahanan Pangan

kawasan ekonomi khusus dan
pusat pertumbuhan ekonomi
baru yang akan menciptakan
multiplyer effect dan lapangan
kerja yang luas. (KEK Industri
Bitung, KEK Pariwisata
Likupang, dan Kawasan
Industri Bolaang Mongondow

(KIMONG)).
Mengembangkan Pembangunan konektivitas 1. Pembangunan
wilayah untuk (menunjang pariwisata, Infrastruktur
mengurangi perdagangan dan jasa, serta
kesenjangan dan dukungan fasilitas pertunjukan
menjamin untuk seni, budaya dan olahraga).

pemerataan;
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Prioritas Nasional
RPJMN 2020-2024

Meningkatkan
Sumber Daya
Manusia yang
berkualitas dan
berdaya saing;

Revolusi mental dan

pembangunan
kebudayaan;

Memperkﬁat
infrastruktur untuk
mendukung
pengembangan
ekonomi dan
pelayanan dasar;
Membangun
lingkungan hidup,
meningkatkan
ketahanan bencana
dan perubahan
iklim; dan
Memperkuat
stabilitas
Polhukhankam dan
transformasi
pelayanan publik.

Prioritas Provinsi Sulawesi
Utara
RPJMD 2021-2026

Meningkatkan sarana
pendidikan yang layak dan
adaptif teknologi, serta
dukungan bagi generasi
milenial agar memiliki
karakter budaya dan
intelektualitas yang
mumpuni.

2. Memperbanyak fasilitas
pelayanan kesehatan, Rumah
Sakit Umum Daerah di tiap
Kabupaten Kota, serta
peningkatan kapasitas tenaga
medis.

' Meningkatkan soliditas dan peran

tokoh agama untuk menjaga
harmonisasi kerukunan yang
telah terbina sangat baik.

Melanjutkan dan meningkatkan
program Operasi Daerah
Selesaikan Kemiskinan yang
terbukti efektif dan berhasil

' Iklim investasi dan usaha yang

makin kondusif dengan
kemudahan regulasi dan sistem
perizinan yang tetap berpihak
pada lingkungan hidup dan
pembangunan berkelanjutan.
Percepatan transformasi digital
dalam pelayanan publik, regulasi
yang mendorong pertumbuhan
ekonomi digital serta dukungan
pembiayaan ekosistem digital agar
Sulut lebih maju sebagai smart
province.

Prioritas Kabupaten
Bolaang Mongondow
Selatan
RPJMD 2021-2026
Peningkatan Mutu

dan Kualitas

Pendidikan
2. Pelayanan

Kesehatan

| 3. Perlindungan Sosial

Pembangunan
Infrastruktur

Pelestarian Lingkungan
Hidup

Peningkatan Tata Kelola
Pemerintahan
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Program prioritas disusun untuk menyelesaikan permasalahan
strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang telah tertuang
dalam RJMD tahun 2021-2026, sebagai kabupaten terus mengalami
dinamika perubahan dan menghadapi permasalahan, baik internal
maupun eksternal. Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berkaitan dengan
kesehatan, pendidikan, daya saing ekonomi, lingkungan dan
sumberdaya alam infrastruktur daerah. Adapun keterkaitan antara
isu startegis pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
dan prioritas pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
diuraikan dalam Tabel berikut ini.
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Tabel 4.7
Relevansi Isu Strategis Provinsi Pembangunan Provinsi Sulawesi Utara,
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dengan Prioritas Pembangunan

Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Kabupeten Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 OPD
Sulawesi Utara RPJMD Bolaang Mongondow Penanggungjawab
Selatan RPJMD

Peningkatan daya Produktivitas dan Daya . Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Satuan Polisi
saing dan Saing Ekonomi =  Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Pamong Praja
kemudahan (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
berinvestasi; . Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

b. Perwujudan Bupati/Wali Kota.
kedaulatan pangan; b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan

Penyelamatan Non Kebakaran;

. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota.

c. Optimalisasi sumber
daya perikanan dan
kemaritiman serta
pemanfaatan yang
berkelanjutan;

d. Optimalisasi
pendapatan daerah;

e. Peningkatan industri
dan daya saing
Usaha Mikro Kecil
dan Menengah
(UMKM) serta
koperasi.
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Isu Strategis Provinsi Isu Strategis Kabupeten Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2023 OPD
Sulawesi Utara RPJMD Bolaang Mongondow Penanggungjawab
Selatan RPJMD

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; Dinas Koperasi
*  Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit dan UKM,
Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Transmigr<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>